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ABSTRAK

Nama : Laila Muthia Karimawati

Program Studi  : Kajian Wilayah Eropa

Judul . Copenhagen Criteria dan Upaya Turki Menuju Keanggotaan
Uni Eropa

Penelitian ini membahas tentang upaya Turki dalam memenuhi persyaratan
keanggotaan yang ditetapkan Uni Eropa dalam Copenhagen Criteria. Upaya yang
dilakukan Turki difokuskan pada upaya pemenuhan kriteria pertama dari
Copenhagen Criteria, yaitu kriteria politik. Permasalahan pada penelitian ini
adalah bagaimana Turki berupaya menyesuaikan dan memperbaiki kondisi politik
dalam negeri dan HAM agar selaras dengan standar UE. Tujuan penelitian adalah
untuk mengemukakan dan menganalisa latar belakang yang mendasari keinginan
Turki untuk bergabung ke dalam keanggotaan Uni Eropa, serta menganalisa
upaya-upaya yang dilakukan pemerintahan Turki pada masa pemerintahan
Perdana Menter1 Recep Tayyip Erdogan. Metode penelitian menggunakan
deskriptif analitis dengan pendekatan 1lmu hubungan internasional dan ilmu
hukum. Faktor paling dominan yang menghambat keanggotaan Turki adalah fakor
eksternal. Oleh karena itu, kecenderungan yang terjadi adalah tidak diterimanya
Turki menjadi anggota UE.

Kata kunci:
Turki, Copenhagen Criteria, kriteria pohitik, Uni Eropa, hak azasi manusia.
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ABSTRACT

Name . Laila Muthia Karimawati

Study Program : Kajian Wilayah Eropa

Title : Copenhagen Criteria dan Upaya Turki Menuju Keanggotaan
Uni Eropa

The focus of this study i1s to analyze Turkey’s efforts to accomplish EU’s
membership criterion called Copenhagen Criteria. Turkey’s efforts is focusing on
the accomplishment of first criteria, namely political criteria. The background of
the study 1s Turkey’s effort to reform its pohtical and human rights condition in
order to adjust to EU. The purpose of this study is to analyze Turkey's
background in joining EU membership, and to analyze all the reforms done under
the governance of Prime Minister Recep Tayyip Erdogan. The study uses
analitycal-descriptive method, with international relations studies and law studies
approaches. The result shows that there are internal and external factors-which is
most dominant-that might cause the delay of Turkey’s membership in EU.
Therefore, it 1s most likely that Turkey is not successfully joined to EU.

Key words:
Turkey, Copenhagen Criteria, political criteria, European Union, human rights
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.} Latar Belakang Penelifian

Seiarah modern Turki sudah menggambarkan keinginan kuat dart negara itu
untuk mendekatkan diri dengan Barat. Adalah Bapak Modern Turki, Mustafa
Kemal Attaturk, yang mendorong bangsa dan negaranya yang dibangun dari
kehancuran Kekaisaran Ottoman untuk mengikuti pola pembangunan Barat yang
sekuler. Mustafa percaya, bahwa menjadikan negaranya berorientasi ke Barat
akan membuat negaranya maju dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Mustafa Kemal Attaturk, pendin Turki modern sekaligus pahlawan Perang
Dunia I, membuat lompatan besar menuju sekularisme. Dia memproklamasikan
repubhk modern Turki di atas reruntuhan Kekaisaran Ottoman. Attaturk
menghapus sistem khahifah dan mengubah aksara Arab yang digunakan berabad-
abad di Turki ke aksara latin. Attaturk juga melarang penggunaan pakalan
tradisional dan berusaha membongkar hal-hal yang dianggap kuno dari Islam dan
tradisi politik Turk:. Turkt juga merupakan fenomena unik karena militer menjadi
penjaga sekularisme.’

Membangun negara dengan berkiblat ke Barat, sala_h satunya di\;'ujudkan
dengan memasukkan aplikast keanggotaan ke Uni Eropa ;(UE), suatu organisasi
supranasional yang beranggotakan negara-nepara Eropa yang sebagian besar
anggotanya -merupakan negara industri maju. Turki telah menandatangani
kesepakatan Asosiasi dengan UE yang waktu itu bemnama Komunitas Ekonomi
Eropa pada 1963 dan secara formal mengajukan keanggotaan, Pada masa
peme-intahan Presiden Turgut Ozal, Turki mengajukan aplikasi keanggotaan UE
pada tangeal 14 April 1987.%

Pada saat KTT UE di Luksemburg, sejumlah negara Eropa Timur pecahan
eks Uni Soviet juga mendaftarkan negaranya untuk menjadi anggota UE, tetapi
Turki bahkan tidak dipertimbangkan oleh UE untuk menjadi anggota. Perjuangan
Turk: sempat terhenti ketika pada tahun 1997 UE menghapuskan Turki dari daftar

kandidat anggota, meskipun pada akhirnya dinyatakan kembali sebagai kandidat

Y A. Faih Syuhud, Jmpian Turki — Dilemu Eropa. hitp:/fwenwireelists. org/archives/ppi/l 1-
2004/msg00278.html.

* Lvrim Taskin, “Theoretical Approaches to Turkey’s Accession lo the European Union™ (Tusis,
Subanci University, 2006), hlm. 39.

1 Universitas Indonesia
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pada tahun 1999 dalam pertemuan UE di Helsinski.” Pada Desember 2004, setelah
melalui 41 tahun masa penantian, UE akhirnya memutuskan untuk memulai lagi
masa negosiasi dengan Turki. Masa accession talks dengan Turki ditetapkan
dimulai pada tanggal 3 Qktober 2005, Peristiwa ini merupakan sebuah titik balik
dalam hubungan antara Turki dengan UE. Sectelah dibukanya masa pembicaraan
ini, secara resmi Turki telah menjadi kandidat resmi untuk mendapatkan status
keanggotaan pada UE.

Masuknya sebuah negara anggota baru dalam keanggotaan UE berada
dalam kerangka enfargement atau perluasan keanggotaan. Perluasan keanggotaan
mecupakan proses negosiasi formal antara negara aplikaﬁ dengan Un: Eropa.
Perluasan keanggotaan terbuka bagi negara manapun yang berada di wilayah
Eropa, atau uegara yang berada di kawasan perbatasan antara Asia aan Eropa,
khususnya bagi negara yang merasa bahwa daerahnya itu secara kultur berkiblat
ke Eropa.

Untuk menjadi negara anggota, negara-negara kandidat harus mengikuti
persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh UE. Persyaratan tersebut termasuk
juga engenai kriteria keanggotaan. Kriteria keanggotaan Uni Eropa tercakup
pada Maasiricht Treaty atau Treaty on European Union Pasal 49 (kriteria
geografis dan kriteria persyaratan umum) serta Copenhagen Criteria.

Pasal 49 dari Traktat Uni Eropa mengatakan bahwa setiap negara Eropa
yang menghormati dan menjalankan prinsip-prinsip Uni Eropa boleh mengajukan
aplikasi untuk menjadi negara anggota Uni Eropa. Prinsip-prinsip yang
terkandung dalam Pasal 6 traktat tersebut ialah prinsip kebebasan, demokrasi,
penghormatan untuk dan terhadap Hak Azasi Manusia (HAM) dan hak-hak dasar,
serta prinsip rule of law.”

Copenhagen Criteria, yang ditetapkan pada tahun {993, merupakan aturan
yang dapat menentukan apakah suatu negara memenuhi syarat atau tidak untuk
bergabung ke dalam Uni Eropa. Tiga poin dalam Copenhagen Criteria adalah
penegakan HAM dan demokrasi, pertumbuhan ekonomi pasar, dan pemenuhan

acguis communaitaire

Osman  Orsal. Turki - dwal  Perpalunan Panjong Menjuds Sagiun  Eropu.
hup fwww Ireclists org/archives/nasional_list/ - 20K83 /msp00232 html.
t " . o . a . .
John K. Glepn, U Entargement™ dalam Furopean Umaon Politics, (New Yk Oxlord, 2003).
hlm 214
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Dalam sejarahnya.scjuk awal berdirinya, Uni Eropa telah melakukan enam

kali parluasan keangpotaan, dengan rincian sebagai berikut;

Tahvn 1973 : Inggris, Denmark, dan Iriandia

Tahun 1981 : Yunam

Tahun 1986 : Spanyol dan Portugal

Tahun 1995 : Austria, Finlandia, dan Swediz

Tahun 2004 : Ceke, Slovenia, Slovakia, Lithuania, Malta, Siprus, Hungaria,
Latvia, Polandia, dan Estonia

Tahun 2007 : Bulgaria dan Rumania )

Hingga saat un, UE tetap melakukan proses pen}erimaan anggota baru
dengan berusaha mencakup kawasan neg.ara—negara Balkan seperti Bosnia dan
Herzegovina, Serbia, Montencgro, Albania dan juga Kroasia dan Turki.®> Untuk
Kroasia dan Turki proses negosiasi telah dimulai sejak tahun 20085, tetap: hingga
saat ni hanya Kroasia yang sudah direncanakan oleh Uni Evopa untuk segera
bergabung pada tahun 2010 sementara proses aplikasi Turki diperkirakan masih
akan membutuhkan waktu lebih lama lagi.® '

Dulam proses menjaring masuknya calon negara anggota, selain calon
negara anggota itu sendirt yang mengajukan aplikasi kepada UE, bisa juga
organisasi supranasional terscbut yang menawarkan keanggotaan kepada suatu
negara untuk menjadi anggota, Tujuan dani UE untuk menawarkan keanggotaan
kepada suatu negara adalah karena negara tersebut memiliki keuntungan bag: Unt
Eropa (seperti sumber energi dan lainnya) dan terlebih karena posisi negara
tersehut yang berada di garis perbatasan dengan negara non benua Eropa sehingga
diharapkan negara tersebut dapat menjadi piniu gerbang bagi UE untuk mencegah
arus migrasi yang besar dan mencegah kejahatan transnasional dari negara-negara

non Eropa.

< .
hitprfeuropieupolfenlirg/overview_enhtim
" il
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Sejaian dengan persyaratan-persyaratan yang diletaplkan UE, proses aksesi
Turki menuju keanggotaan UE terletak pada tiga pilar’ ; implementasi penuh
Copenhagen  Criteria dan pelaksanaan reformasi politik, kepatuhan untuk
menjzlankan acquis communautaire UE termasuk juga penyesuaian undang-
undang dan institusi Turki dengan UE, dan yang ketiga yaitu penguatan peran-
peran masyarakat.

Berkaitan dengan aplikasi Turki, UE memiliki beberapa keluhan atas
berbagai isu di Turki, antara lain yaitu ; catatan HAM yang buruk yang sebagian
besar berkaitan dengan isu pembantaian bangsa Armenia dan perlakuan terhadap
suku minoritas Kurdi di Turk:, isu agama lslam sebagai agama mayoritas dan
budava Islam yang terlale kuat di Turki, jumlah penduduk yang besar hingga
melampaui jumlah penduduk Jerman sebagai negara anggota dengan penduduk
terbaryak, peranan militer yang terlalu menonjo! dalam kebijakan-kebijakan
pemerintah, dan terakhir, 1su pengakuan Turki terhadap Siprus bagian Yunani
yang telah menjadi anggota UE. Berbagal macam asumsi yang berkembang ini
merupakan salah satu cara yang dilakukan UE untuk menunda Turki bergabung
dengan mereka,

Dalam proses penerimaan Turk:, UE mentlai bahwa Turk: masih belum
memenuhi dan melakukan kemajuan berarti dalam upayanya memenuhi kriteria
pertama dart Copenhagen Criteria. Pada tanggal 27 November 2008, Parlemen
Eropa mengeluarkan laporan tahunan mengenar kemajuan Turks dalam menuju
keanggotaan UE " Laporan tersebut mengmtakan hahwa Turki belum menunjukkan
kema;uan berarti dalam melakukan reformasi dalam negennyva seiak pertama
memulai proses negosiasi tahun 2005.

Belum adanya kemajuan dalam proses reformasi dalam negers Turki dilihat
dari belum berjalannya partisipast dan peneawasan sipil pada institusi militer di
Turki sertu adanya polarisasi didalam masyarakar Turki dan diantara partai politik
di Turk' yang dapat mempengaruhi berfungsinya institusi polmik di Turki.
Pentlaian juga ditibat dari tidak adanyu implementasi total dari program-program

retormasi politik vang telah disusun.”

ET -Turkey Nugonations. hitp A ww curactiv.eomfen/enlargement/eu-turkey-
negottation Jarticle- 1432149

Y EU Porliament Slams Turkey's Slow Reform. hup/fsww.curactiv comicn/enlargiment/eu-
Furliamcnl-::Iams-lurkc)'-sluu--rclhrm:’arliclc- 177385

" Ihid,
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Sementara itu, penitmian UE terhadap kondisi HAM Tuorki dilihat dar belum
adanya kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan dan penghormatan
atas kelompok agama tertentu, dan perlakuan terhadap suku atau kaum
minoritas. '

Sccara keseluruhan, kriteria pertama 1m juga mencakup reformasi dalam
bidang pohtik di da!ii\m negert Turk). Tujuan dan reformasi ini ialah untuk
menegakkan standar HAM dan demokrasi untuk mencapai level terli}aggi dan
menyesuaikannya dengan standar (UE dan berusaha untuk menerapkan
implementasinya sesual dengan yang berjalan di negara-negara anggota UE. Hal-
hal vang perlu untuk dilakukan reformasi dalam politik Turki adalah ' ;
menglapus hukuman mati, kebebasan untuk berpendapat, kebebasan beragama,
penguatan lembaga peradilan, anti-korupsi, pengurangan peran mihiter, dan
kemayuan dalam bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan.

Penchitian 11 akan dibatasi hanya pada pecmenuhan kritena pertama dari
Copenhagen Criteria, yaitu kriteria polik. Pembatasan akan difokuskan pada isu-
isu politik dan HAM Turki yang harus disesuaikan dengan persyaratan dari UE,
Penelitian tidak akan membahas kriteria kedua dan ketipa dari Copenhagen
Crireria, yaitu kriteria ekonomi dan kriteria acquis karena isu-isu dalam kriteria
politik lebih krusial untuk dijadikan perhatian oleh UE bila Turki ingin menjadi
anggota organisasi supranasional tersebut.

Kriteria kedua, yaitu kriteria ckonomi, tidak dibahas dalam penelitian int
karena perekonomian Turki sudah menggunakan mekanisme ekonomi ;;asar dan
menjalankan sistem ekonomi pasar tersebut dengan stabil. Sejak bergabung
dengun Custom Union UE pada tahun 1995, perekonomian Turki berjalan dengan
baik. Dengan sistem ekonomi seperti itu, elite politik di Turki memberi dukungan
untux terus menjalankan sistem ekonomi pasar bebas.'? Hal ini berbeda dengan
keadaan di negara-negara Eropa Tengah dan Timur yang masuk menjadi anggota
UE tithun 2004. Negara-negara tersebut merupakan negara yang baru saja selesai
menjalankan sistem kbmunis dan masih harus banyak mereformas: sistem

perekonomiannya sesual dengan standar ekonomi pasar UE,

10 . L4
fbiel.
" Reform in Turkey. http:/iwwiw.iiea.comifeventsxtest. php?event_id=52.
" lrsin Kalayewglu, The  Political  Criterio: Fair  or  Strict  Conditionality,

wiww sant.ox.ac.uk/esc/esc-lectures/Iirsin.doc, him. 9.
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Sementara itu, kritesia  kehiga, yaitu pemenuhan kriteria acquis
communauiaire, tidak dibahas dalam penelitian tni karena negosiasi mengenai
pasal-pasal yang terdapat didalamnya akan dilakukan setelah adanya penilaian
oleh Komisi Eropa mengenai kondisi yang disyaratkan pada kriteria pertama

Copenhagen Criteria. Scbelum  adanya pemenuhan kriteria pertama, negara

-aplikan belum dapat memulai proses negosiasi untuk kriteria ketiga. Melihat dari

hal tersebut, maka penulis menilai kriteria politik menjadi kriteria yang krusial
untul dipenuhi oleh Turki, dan juga menjadi isu yang paling banyak mendapat
sorotan oleh UE.

Kriteria pertama merupakan bagian terpenting dari proses aksest sebuah
negara menuju keanggotaan UE. Kriteria pertama merupakan penilaian UE
terhadap kondisi polittk dan HAM dari calon negara anggota. Bila negara
kandidat tidak mer dapatkan penilaian baik terhadap kondisi pada kriteria pertama,
maka proses aksesi tidak dapat dilanjutkan. Sementara itu, kriteria kédua dan
kriteria ketiga merupakan peraturan, yang harus ditaati oleh negara calon negara
anggota bila ingin bergabung dalam keanggotaan. Untuk dapat melanjutkan ke
kriteria kedua dan ketiga, calon negara anggota harus dapat melatui penilaian pada
kriteria politik,

Alasan pemilihan topik Copenhagen Criteria dan Upaya Turki Menuju
Keanggotaan Uni Eropa adalah karena ketertarikan penulis pada permasalahan
perluasan keanggotaan UE yang terus dilakukannya sejak organisasi tersebut
berdivi. Penulis mengkhususkan pada isu aplikasi keanggotaan Turki karena
proses aplikasi Turki merupakan proses yang terlama dan memuat berbagal
asumsi. Sementara itu, untuk mempersempit fokus penelitian penulis akan
memfokuskan pada upaya Turki memenuhi kritena politik yang ditetapkan oleh
UE.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya,
maka permasalahan dalam penelitian ini adalah kesulitan yang dihadapi Turki
dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan Uni Eropa dalam kniteria pertama
Copenhagen Criteria, dan bagaimana Turki melakukan berbapai upaya dan
langkah dalam pemenuhan persyaratan tersebut dalam rangka memasuki

keanggotaan Uni Eropa
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Dengan menganalisa permasalahan diatas, meka detil penehtian akan
difokuskan pada pertanyaan penelrtian bertkut umi ¢
I. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan Turhi dalam upayanya memenuhi
persyaratan dalam kriteria pertama Copenhagen Criteria, khususnya dari segi
politik dan penegakan HAM, sebagai persyaratan bergabung dalam
keanggotaan Uni Eropa?
2. Bagaimana penilaian Uni Eropa terhadap pemenuhan kriteria politik pada

Copenhagen Criteria oleh Turki?

1.3 Tujuan Penelitian X
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang disampaikan, maka

tujuan penelitian ini adalah : |

. Mangemukakan latar belakang yang mendasari keinginan Turki untuk
bergabung ke dalam Uni Eropa.

2. Mengemukakan langkah-langkah yang dilakukan Turki khususnya masa
pemerintahan Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan dalam memenuhi
Copenhagen Criteria serta mengidentifikasi faktor-faktor yang masih

mengganjal upaya aksesi Turki terhadap Uni Eropa.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Fokus penelitian in1 akan dibatasi pada pasal yang mengatur kriteria politik
pada Copenhagen Criteria. Berkaitan dengan itu, upaya Turki memenuhi
Copenhagen Criteria pada penelitian ini difokuskan pada upayanya dalam
meme=nuhi persyaratan pada bidang politik dan HAM, Alasan pembatasan pada
kritesia politik adalah karena terdapat pengukuran yang jelas vang dapat dilihat
dari pasal-pasal dalam Copenhagen Criteria dan langkah-langkah yang dilakukan
pemerintah Turki seperti amandemen undang-undang, dan lain-lain.

Kurun waktu yang diteliti dalam penelitian mi difokuskan pada masa
pemerintahan Perdana Menteri Recep Tayytp Erdogan yang memerintah sejak
tahun 2002, Alasan pcfnbatasan ruzng lingkup pada masa pemerintahan Erdogan
adalah untuk mendapatkan data terbaru karena pemerintahan Erdogan masih

berjalan kingga saat ini.
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1.5 Metode Penelitian

Penelitian  ini menggunakan metode  deskriptif analitis  dengan
mengumpulkan data melalui kajian literatur yang berasal dari buku-buKu, jurnal
ilmiah cetak dan onfine, dokumen-dokumen resmi, serta‘sumber informasi dari
interret yang relevan dengan masalah yang diteliti. Penelitian in1 akan

menggunakan pendekatan ilmu hubungan internasional dan ilmu hukum.

1.6 Kerangka Teori

Sebagai alat untuk melakukan analisa, penelitian int akan menggunakan
teort dari pendekatan ilmu hubungan internasional dan teori dari pendekatan ilmu
hukum. Dari  pendekatan ilmu hubungan internasional, penelitian akan
menggunakan teori Konstruktivisme dan teon Kepentingan Nasional. Sementara
dan pendekatan ilmu bukum, penehtian akan menggunakan teori Supranational
Body / Institution dan konsep sumber hukum di Uni Eropa.

Teori pertama, -Konstruktivisme, akan digunakan untuk memberikan
gambaran mengenai penyatuan UE dan juga untuk menganalisa kesamaan-
kesamaan apa yang dimiliki oleh Turki sehingga negara itu merasa dapat menjadi
anggota UE. Terdapat dua pemikiran pendekatan Konstruktivisme yang relevan
bagi studi Hubungan Internasional.'*Pertama, keyakinan bahwa struktur-struktur
yang menyatukan manusia lebih ditentukan oleh shared ideas atau gagasan-
gagasan yang diyakini bersama.  Kedua, keyakinan bahwa identitas  dan
kepentingan aktor-aktor tertentu dibentuk oleh shared idcas tersebut dan
bukannya dibentuk oleh peristiwa alam semata.

Unt Eropa mérupakan perwujudan dari pendekatan Konstruktivisme.
Pendekatan konstruktivisme menggambarkan adanya kerjasama oleh kelompok
negara yang memiliki kesamaan wisi, miai, identitas, pandangan, hcliefs dan juga
interests. UE berdirt karena punya kesamaan-kesamaan tersebut. Perluasan
keanggotaan Uni Eropa memiliki tujuan meningkatkan kerjasama dan integrasi
antar negara-negara  yang wmemiliki kesamaan-kesamaan seperti kesamaan
kepentinpan untuk menghindari konfltk, menjaga perdamaian kawasan dan

meningkatkan taraf hidup.

" Yulivs B, Hermawan. “Sopranasionalisme. Interpovernmentalisme dan Trunstormasi Eropa™
dalam  Vrensformasi dubam  Studi - Huboungan  bitermasional Aktor sy Jun Metodologi.
(Yogvakarta : Graha lhmu, 20073, hlm. 20.
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Uni Eropa fuga mempunyai va/ues dan identitas yang sama, antara lain yaitu
nilai-nilar Hak Azasi Manusia, demokrasi. dan pcnghdrmatan terhadap minoritas.
HAM dan demokrast bahkan menjadi syarat utama bagi suatu negara yang ingin
masuk menjadi anggota Um Eropa schingga menetapkan negara yang tidak
demokras. tidak dapat bergabung ke dalam Uni Eropa. Kedua hal tersebut juga
menjadi politik luar negeri Uni Eropa terhadap negara lain. Melalui perluasan
keanggotaan, Uni Eropa ingin menycbarkan nilai-nilai yang dianutnya agar
semakin banyak negara yang mengedepankan nilai HAM dan demokrasi sehingga
nantinya dapat tercipta rezim negara-negara demokratis dan mengedepankan nilai-
ntlat kemanustaan.

Femikir Konstruktivis Alexander Wendt mengatakan bahwa identitas dan
kepemingan merupakan hasil interaksi di antara aktor-aktor, dan merupakan
sebuah konstruksi sosial vang terus menerus diperbaiki oleh aktor internasional,
terutama negara.'! Wendt berargumen bahwa identitas merupakan konstruksi yang
lebih mendasar dari kepentingan. '*

Teort kedua vyang akan digunakan dalam penelitian i1 adalah teori
Kepentingan Nasional. Tujuan penggunaan teori ini adalah untuk memberikan
dasar anahsa bagi keingtnan Turki untuk bergabung dengan UE. Teori
Kepentingan Nasional merupakan teornt vang banyak digunakan dalam studi
hubungan internasional karena menjelaskan perilaku internasional atau lebih
tepatnya menjelaskan perifaku suatu negaia dalam sistem internasional.

Pengertian kepentingan nasional secara umum ialah tujuan-tujuan yang
ingin dicapat sehubungan dengan kebutuhan bangsa atau negara atau sehubungan
dengan hal yang dicita-citakan.'® Kearnanan nasional dan kesejahteraan nasional
adalah dua hal mendasar yang seialu ada dalam perumusan kepentingan nasional
setiap negara.'’ Berkaitan dengan keinginan Turki untuk bergabung dengan UE,
Turki merasa bahwa dengan menjadi anggota UE, keamanan dan kesejahteraan
nasionalnya akan tercapai, baik dari segi ekonomi, wilayah, dan jaminar sosial

bagt warga negaranya.

" Christian Reus-Smit, “Constructivism™ dalam Theories of Iternational Relations. (Fngland :
Padgrave, 20013, hm. 217,

15 45,
thid,
¥ s, T. May Rudy, Swdi Strotegis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang
Pingin. {(Bandung : Refika, 2002), him. 116.
7 ogpe
Ihic.
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Menurut Hans J. Morgenthau, kepentingan nasional setiap negara adalah
mengejar bekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan
penger dalian suatu negara atas negara lain.'* Perilaku aktor negara dalam sistem
internusional cenderung untuk mengeiar kepentingan nasional, dan kepentingan
nasional itu 1alah memperoleh atau mempertahankan kekuatan negaranya.

Kepentingan nasional terbagi kedalam 2 jenis, yaitu core’basic/vital
imerest, yaitu kepentingan yang sangat tinggi nilainya sehingga suatu negara
bersedia untuk berperang dalam mencapainya, dan secondary interest, yaitu
segela macam keinginan yang hendak dicapai svatu negara, namun negara
tersebut tidak bersedia berperﬁ'ng dan memilih jalan lain melalui perundingan. '’

Kepentingan nasional seringkali diidentikkan dengan tujuan nasional
(national goals), tetapt perbedaan mendasarnya ialah pada tujuan nasional
konsepnya memiliki cakupan yang sangat luas, dan umumnya berjangka panjang,
sementara kepentingan nasional merupakan konsep yang lebih spesifik dan
terfokus pada program tertentu serta disesuaikan dengan Ikebutuhan neéara pada
suatu periode tertentu. Hal-hal yang melatarbelakangi keinginan Turk:r untuk
bergabung kedalam keanggotaan UE akan dianalisa menggunakan teori
Kepentingar: Nasional.

Dari pendekatan ilmu hukum, penelitian akan menggunakan teor tentang
Supranutionalism dan konsep mengenai sumber hukum di UE. Konsep
Suprunationalism  yang digunakan dalam penelitian mi adalah mengenai
Supranationalism Body [ Institution. Tujuan penggunaannya adalah untuk
memberikan gambaran bagaimana UE dan mekanisme di dalamnya bekerja
sebagail suatu organisasi supranasional.

Konsep Supranationalism Institution (organisasi supranasional) merupakan
terunan salah satu aspek dari teort Neo-functionalism. Menurut pandangan Neo-
JSunctionalist, integrasi ekonomi akan memperkuat hubungan antar negara-negara

anggota, dimana selanjutnya akan menuju pada terjadinya integrasi politik.?® .

* Mohtar Mas'oed, fmin fubungan Internasional isiplin dan Metodologi. (Jakurta : LP3ES,
19945, hlm. 140,

"» Anax Agung Bumyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, Penganmiar lmu Hubungan
fnternasional. (Randung : PT. Remaja Rosdakarva, 2005, hlm. 52,

M Carsten Stroby Jensett, "Nueo-functisnalisin ™ dadaoe Kurogreant Union Pofittes (New York -
Oxlord. 20037, him. %4,
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Integrasi politik ini selanjutnya akan mengarah pada terbentuknya organisasi
supranasional, yaitu organisasi yang negara-negara anggotanya menyerahkan
sebagian kedaulatannya kepada organisasi.

Crganisasi supranasional memiliki tujuan atau kepentingan tersendiri diatas
kepentingan nasional masing-masing negara anggota *' Negara anggota sudah
tidak dapat lagi mengutamakan kepentingan nasionalnya di dalam keputusan yang
ditetapkan untuk kepentingan seluruh organisasi supranasional tersebut. Contoh
dalam UE adalah Parlemen Eropa. Anggota Parlemen Eropa dipilih langsung oleh
masing-masing negara anggota, Dengan keadaan seperti itu, sangat mungkin
terjadi anggota parlemen akan menonjolkan kepentingan masing-masing
negaranya, Tetapir keadaan yang sesungguhnya dalam Parlemen Eropa, semua
anggota bekerja tanpa mengkotak-kotakkan din dalam perwakilan kelompok
negara tertentu atau perwakilan dar partar politik tertentu. Sehungga owiput yang
dihasilkan oleh Parlemen Evopa adalah untuk kepentingan bersama seluruh Uni
Eropa.

Yang membedakan UE dari orgamisasi pada umumnya adalah badan-badan
yang terdapat di dalamnya. Sebagar orgamsasi supranasional, UE memiliki The
Enropean Commission sebagai executive anthority, The Council of the European
Union, The uropean Parliament, Furopean Court of Justice, dan Council of
Minisiers.

Penggunaan konsep sumber hukum di UL dalam penelitian im adalah untuk
membeitkan gambaran posisi Copenhagen Criteria dan proses masuknya calon
negara znggota ke dalam UE. Suraber hukum UE yang akan digunakan dalam
penelitian 1ni adalah Secondary Legislation, yang disusun berdasarkan'berbagai
prosedur, yang bergantung kepada pasal dalam traktat yang dipilih oleh Komisi

Eropa.™”

Moy

fhicd
P CPF Luhobima, “Trakist Lisabon dan lImphkasinya bagi Indonesia™ dalam Jurnal Kajiun
Wilceady Fropa V12 (20097 - hlme, 249
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Secondary Legislation UE terdiri dari® ;

t. Regulations adalah mekanisme terkuat dari legislatif UE. Mekanisme ini
biasanya dibuat untuk mengamandemen atau menyesuaikan hukum-hukum
atzu peraturan yang sudah ada. Peraturan yang ditetapkan dalam mekanisme ini
mengikat secara keseluruhan bagi seluruh negara anggota tetapi tidak periu
dirubah menjadi hukum nasional.

2. Directives juga merupakan mekanisme yang mengikat bagi negara anggota
sesuai dengan tujuannya, dan pelaksanaan implementasinya diserahkan kepada
masing-masing hegara anggota. Mayontas mengatur tujuan-tujuan - dari
kebijakan umum UE. Masing-masing negara anggota harus melaporkan kepada
komisi mengenai langkah yang mereka ambil untuk mencapai tujuan-tujuan
yang diatur dalam mekanisme ini.

3. Decisions adalah mekanisme mengikat yang ditujukan bagi satu atau lebih
negara anggota tertentu, dapat berlaku bagi institusi dan bagi individual,
Mekanisme ini ditujukan bagi perubahan kckuasaan di UE dan beberapa isu
diputuskan dalam penyelesaian sengketa antara negara anggota atau
perusahaan.

4. Recommendations and Opinions adalah mckanisme yang keputusannya tidak
mangikat, sehingga terkadang menimbulkan diskusi apakah mekanisme ni
berkekuatan hukum atau tidak. Mekanisme ini biasanya digunakan untuk
memberikan arahan atau pandangan untuk pelaksanaan dan Kegulations,

Pirecrives, dan {decisions.

2 John McCormick, The Eiropean Union Politics and Policies. (Phitadelphia : Westview Press,
2018). LI 126,
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1.7 Kerangka Analisa

Uni Ercpa memiliki syarat untuk
keanggotaan yany ditetapkan dalam
Copenhagen Criteria

l

Suatu negara yang ingiii memasukt
keanggotaan Uni Eropa harus
mematuhi Copenhagen Criteria,
tidak terkecuali Turki

L -

Dalam upayanya memenuhi
Copenhagen Criferia, Turki
melakukan langkah-langkah untuk
menyesuaikan diri dengan standar
Uni Eropa

X
Proses reformasi dan demokratisasi
nasional yang dilakukan Turki tidak
memberikan kepastian
keanggotaannya pada Um Eropa.

Sebagai sebuah organisasi supranasional, Um Eropa memiliki persyaratan
keanggotaan yanpg ditetapkan dalam Copenhagen Criteria yang terdiri dari
persyaratan politik, ekonomi, dan acguis communautaire. Negara yang ingin
memasuki keanggotaan Uni Eropa dihadapkan pada kewajiban mematuhi
persyaratan dalam Copenhagen Criteria. Turki telah lama menunjukkan
keinginannya untuk dapat menjadi anggota Uni Eropa. Olch karena 1tu, Turki
harus memenuhi ketentuan-ketentvan dalam Copenhagen Crireria agar dapat

mermulai proses keanggotaan dengan Uni Eropa.
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Sebagai konsckuensinya, Turki harus melakukan sejumiah reformasi di
dalam regerinya untuk menyesuatkan negaranya dengan standar yang ditetapkan
Uni Gropa. Tetapi sejumiah proses reformasi dalam negeri yang dilakukan Turki
tidak memberikan kepastian untuk Uni Eropa memberikan penilaian positif
kepada Turki. Kecenderungan yang terjadi adalah Turki tidak dapat bergabung
dengan Uni Eropa karena faktor lain diluar fakior upaya reformasi nasionalnya.
Dalam penelitian ini akan difokuskan pada upaya Turki memenuh: kriteria

pertama dari Copenhagen Criteria, yaitu kritenia pohtik.

1.8 Sistematika Penulisan
Penelitian i akan terdirt dari lima bab dengan rincian sebagai berikut :
BAB { PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penclitian

1.2 Perumusan Masalah

1.3 Tujuan Penelitian

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

1.5 Metode Penelitian

{.6  Kerangka Teori

1,7 Kerangka Analisa

[.8 Sistemutika Penulisan

BAB 2 COPENHAGEN CRITERIA DAN KONDISI POLITIK DAN HAM DI
TURKI .

Sab int menjelaskan isi dari Clopenhagen Criteria, kriteri?-kriteria yang tercakup
didalamnya, termasuk kriteria pertama sebagai fokus pada penelitian ini. Dalam
bab ini akan digambarkan kondisi politik dan HAM di Turki, sesuait dengan fokus
pembahasan pada kriteria politik Copenhagen Criteria, dan memaparkan poin-

poin yang disoroti UE sebagai pengganjal proses keanggotaan Turki.
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BAB 3 UPAYA DAN TANTANGAN TURKI DALAM RANGKA MEMENUHI
KRITERIA PERTAMA COPENHAGEN CRITERIA PADA MASA
PEMERINTAHAN ERDOGAN

Bab ini menjabarkan langkah-langkah dan upaya yang ditempuh Turki dalam
memenuhi kriterta politik pada Copenhagen Criteria, khususnya dalam bidang
reformasi kondisi politik dan HAM di Turki. Bab im1 juga menjabarkan tantangan
yang dihadapi Turki dalam proses keangpotaan negara tersebut ke dalam Uni
Eropa.

BAB 4 PENILAIAN UNI EROPA TERHADAP PEMENUHAN KRITERIA
POLITIK PADA COPENHAGEN CRITERIA OLEH TURKI

Bab ini menjabarkan penilaian Uni Eropa terhadap upaya pemenuhan Kriteria
politik pada Copenhagen Critcria oleh Turki, dalam rangka proses akses menuju
keanggotaan Uni Eropa. Analisa penilaian Uni Eropa dalam bab ini akan dilihat
dari Progress Report yang dikeluarkan Komisi Eropa dalam rangka menilai
kemempuan Turki menjalani proses aksesi.

BAB 5 KESIMPULAN
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BAB 2

COPENHAGEN CRITERIA DAN KONDISI POLITIK
DAN HAM DI TURKI

Fokus pembahasan pada bab dua ini adalah penjabaran kondist politik dan
HAM di Turki, scsuai dengan ketentuan kriteria politik pada Copenhagen
Criteria. Pemilihan kriteria politik sebagat titik berat pembahasan pada penelitian
ini adalah karena pada kriteria politik yang tertvang di dalam Cop‘enhagen
Criteria terdapat ketentuan-ketentuan mengenai kondisi demokratis dan
penegakan HAM vang harus dipenuhi oleh Turki sebagar syarat memasuki
keanzgotaan UE.

Pasal 6 Traktat Un: Eropa mengatakan bahwa prinsip-prinsip Uni Eropa
antata lain adalah kebebasan, demokrasi, penghormatan untuk dan terhadap isu
HAM. Prinsip-prinsip ’.‘;'erscbut merupakan svarat mutlak yang harus dianut oleh
calon negara anggota, tidak terkecuali Turki.

Enlargement atau perluasan keanggotaan adalah proses yang dijalankan oleh
Uni Eropa (UE) untuk menerima sebuah negara menjadi anggota UE, Sejak awal
berdirinya, dari sebelumnya dikenal sebagai Komunitas Batubara dan Baja Eropa
hingga ternama Um Eropa, organisasi supranastonal tersebut terus melakukan
perluasan keanggotaan.

Uni Eropa memiliki tiga motivast utama dalam melakukan perluasan
keanggotaan,” yaitu ;

1. Motivasi ekonomi
Dengan bergabungnya negara-negara anggota baru, akan menambah jumlah
populast warga negara UE. Bertambahnva populasi akan meningkatkan pasar
domestik untuk perdagangan dan perekononuan.

2. Motivasi politik dan keamanan
Motif kedua ini terutama ditujukan pada perfuasan keanggotaan yang terakhir
pada tahun 2004 dan 2007, yang memasukkan negara-negara Fropa Tengah
dan Timur pecahanr cks Uni Soviet Dengan memasukkan negara-negara
tersebut ke dalam UE, UE telah menjaga negara-negara tersebut kedalam zona

negara-negara demokratis,

* Neill Nugent, The Govermment and Polities of The Faropean Union. (Hamypshire : Palgrave
MacmHlin, 2003), him. 494
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Hal tersebut bertujuan untuk menjaga agar kawasan tetap stabil dan tidak
menjadi kawasan yang rawan akan konflik, mengingat negara-negara tersebut
aaalah negara yang Baru saja bertransformasi menjadi negara demokratis.
3. Moral

Para pemimpin UE merasa bertanugungjawab secara moral untuk membantu
negara-negara Eropa Tengah dan Timur dalam bertransformas) menjadi negara
yang makmur dan demokratis. Negara-negara anggota utama UE terkesan akan
kemauvan negara-negara Eropa Tengah dan Timur untuk keluvar dari sistem
komunis dan wmenjadi negara demokratis. Oleh karena itu, UE merasa
bertanggungjawab untuk mengakomodasi keinginmil dari negara-negara
tersebut.

Scbagri organisasi supranasional, UE memiliki persyaratan dan ketentuan
tersendirt dalam penerimaan keanggotaan yang dikenakan bagt calon negara
anggota. UE telah menetapkan kriteria umum yang tertuang dalam Traktat Uni
Erope Pasal 49, serta kriteria yang lebih dikhususkan pada sektor-sektor tertentu
yang ertuang dalam Copenhagen Criteria. Kedua kriteria tersebut harus dipenuhi
oleh calon negara anggota yang ingin melakukan proses aksesi dengan UE.

Pada Pasal 49 Traktat Uni Eropa, disebutkan bahwa setiap negara yang
men;alankan prinsip-prinsip Uni Eropa seperti demokrasi, penghormatan pada
HAM, kebebasan, dan penegakan hukum, boleh mengajukan aplikasi untuk
menjad: anggota Uni Eropa. Sementara pada Copenhagen Criicria, diatur lebih
terperingi mengenai syarat keadaan suatu negara yang ingin mengajukan aplikasi
keanggotaan, seperti keadaan kenegaraan atau perpolitikannya, keadaan
perekonomiannya, kebijakan untuk warga negara, dan lain sebagainya.

Sesual dengan asumsi dasar dant Konstruktivisme, yaitu sesuatu yang
terbentuk  karena adanya suatu  kesamaan, maka kriteria-kniteria  untuk
keanggotaan Uni Eropa ini menegaskan bahwa Uni Eropa adalah organisasi
suprenasional yang berdiri karena mensanut nilai-nilai dan tatanan kenegaraan
yang sama, seperti kesamaan dalam menjunjung demokrasi dan penceakan HAM,
sampai  dengan kesamaan  dalam menjalankan  dan  mengatur  sistem

kenegaraannya.
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Dalam proses penerimaan negara anggota baru, negara apliké.n harus
mengikuti langkah-langkah yang telah ditentukan oleh UE. Langkah-langkah
proses aksesi tersebut a‘dalah” -

1. Lormal Applica!io;;:xMengajukan aplikasi yang ditujukan pada Dewan Uni
Eropa.

2. Opinion {avis): Dewan meminta opinl dari Komisi Eropa. Opini berupa
dokuinen mengenai laporan kondisi ekonomi dan politik dari negara aplikan,
lalu mengevaluast kemampuan negara aplikan untuk proses menuju
kcanggotaan, dan membuat rekomendasi kepada Dewan Um Eropa. -

3. Accession Conference: Dewan mengundang negara aplikan untuk memulai
negosiasi dengan melakukan pertemuan yang dihadirt oleh perwakilan
pemerintah negara aplikan, Dewan Uni Eropa, dan Komisi Eropa.

4. Negotiations: Melakukan perundingan terhadap 31 pasal dan  aequis
communaniaire.

5. Agreement: Sctelah - menyelesatkan seluruh negosiasi atas pasal-pasal yang
dirundingkan, Komisi Eropa membuat rckomendasi kepada Dewan Unt Eropa
untuk melakukan enfargement.

6. Approval by the Furopean Parliament Pengambilan keputusan dengan sistem
absolure majority required. :

7. Ratificarion. Raufikasi penerimaan negara anggota baru vang dilakukan
seluruh negara anggola dan negara aplikan Untuk beberapa kasus pengambilan
suara dilakukan dengan cara referendum.

Melihat dan penjabaran diatas mengenai proses masuknya sebuah negara
hinguga menjadi negara anggota, maka pemenuhan Copenhagen (riteria terdapat
pada langkah nomor dua, yaitu Opinion dari Komisi Eropa. Laporan dari Komisi
Eropa te-sebut akan mcln‘ilai kondisi calon negara angpgota sesuai yang disyaratkan
pada Copenhagen Criteria. QOleh karena itu, agar dapat melanjutka:; seluruh
proses aksesi, Turki diharuskan untuk memenuhi kriteria-kriteria dalam

Copenlagen Criteria.

Yodaln Ko Glenn, Op.cin, hlm 215
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2.1 Copenhagen Criteriua

Pada sidang Dewan Eropa di Copenhagen tahun 1993, dalar rangka
menghadapi perluasan keanggotaan yang kelima, Dewan menetapkan bahwa
proses aksesi akan dilakukan terhadap negara-negara kandidat setelah negara
kandidat tersebut mampu memenuhi kriteria keanggotaan.”® Pada sidang di
Copenhagen tahun 1993 tersebut, Dewan menetapkan kriteria keanggotaan Uni
Eropa vang dinamakan Copenhagen Criteria. Copenhagen Criteria dibentuk
untuk memberikan syarat keanggotaan dalam menghadapi rencana perluasan
keanggotaan yang memasukkan negara-negara Eropa Tengah dan Timur, sebagai
negara eks-komunis pasca runtuhnya Uni Soviet.

Copenhagen Criteria merupakan aturan yang dapat menentukan apakah
suatu negara memenuhi syarat atau tidak untuk bergabung ke dalam Urni Eropa.
Copenhagen Criteria menetapkan tiga syarat untuk keanggotaan,”” yaitu ;

1. Kriteria Politik:
Calon negara anggota harus memiliki dan menjalankan institusi yang stabil,
yang dapat menjamin berlangsungnya sistemn demokrast liberal di negar;mya
masing-masing, menjamin penegakan hukum, penghormatan terhadap Hak
Azasi Manusia, dan penghormatan serta perlindungan terhadap hak-hak kaum
minoritas,

2. Kriteria Ekonomi:
Calon negara anggota juga harus memuliki perekonomian yang stabil, dengan
menjalankan sistem ekonomi pasar, serta kemampuan untuk nienjalankan
kebiyjakan dan peraturan-peraturan perckonomian yang duetapkan oleh Uni
Eropa.

Kriteria Acguis | Acquis Communuaunlaire:

Led

Calon negara anggota harus dapat memenuhi kewajiban-kewajiban dalam
keanggotaan yang duetapkan Uni Eropa vang tertuang dalam badan hukum dan
hebijakan-kebijakan Unmi Eropa vang disebut acquis communawiaire dan

kepatuhan terhadap tujuan politik, ekonoenn. dan monetary union

* hiys/ee.curopa.cw/enluargementienlargement processficeession_process/eriteniafindex_enhim.
* htipAHevropaen/pal/enlurg/overview_en him
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Kriteria keanggotaan UE pada Copenhagen Criferia hanya menitil&beratkan
pada prinsip-prinsip UE yaitu antara lain demokrast, peneglakan HAM, dan rule of
law. Kriteria keanggotaan tidek mengatur mengenai aga;'na dan latar belakang
kebudayaan karena pada Konstitusi Uni Eropa sudah disebutkan bahwa Uni Eropa
bukanlah oiganisasi yang berlandaskan pada suatu agama dan kebudayaan
tertentu. Oleh karena itu, kriteria keanggotaan dilihat dari pemenuhan prinsip-
prinsip Uni Eropa yang diatur dalam Copenhagen Criteria.

Pada sidang Dewan Eropa di Luksemburg tahun 1997, ditetapkan bahwa
kepawvhan terhadap kriteria politik dalam Copenhager Criteria merupakan syarat
mutlak bagi suatu negara kandidat untuk dapat memulat proses aksest dengan Uni
Eropa.?® Sementara itu, kriteria ekonomi dan kriteria acquis dapat dipenuhi
sejalan dengan proses aksesi yang berlangsung.

Dalam setiap kriteria yang termasuk dalam Copenhagen Criteria
terkandung pasal-pasal yang mengatur hal-hal vang berkaitan fangsung dengan
kondisi politik dan ekonomi dar suatu negara, dan hal-hal lainnya yang diatur
dalam kritena acquis, yang masing-masing pasalnya harus dilakukan penyesuaian
terhadap standar yang ditetapkan oleh Uni Eropa.

Hal-hal yang diatur dalam kriteria pertama Copenhagen Criteria (kriteria
politik) adalah® :

1. Institusi yang demokratis dan stabil

2. Sistem pengadilan yang independen dan terlatih
3. Konstitusi yang stabil
4. Pengadilan konstitusional dan otoritasnya
1
5. Pemilihan umum yang bebas dan adil
6. Kemungkinan transfer kekuasaan ke partai oposisi
7. Peranan partat oposist dalam kerja parlemen
8. Penegakan hukum
9. Kepohsian yany terlatih dan memada

10. Pemerintahan lokal yang otonom
11. Kebebasan media

12. Keaman:iin wartawan

F hup/iw vw.auswaerliges-unt.de/diplofen/Enrope/Erweiterung/KopenhagenerK riterien. html,
= Sakwu, Richard & Slevens, Anne, Comtemporan: Kurope (lingland : Patgrave, 20001
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13. Penghormatan pada Hak Azasi Manusia
14. Penghormatan pada kelompok minornas
Sementara itu, hal-hal yang diatur dalam kriteria kedua, yaitu kriteria
ekonomi, adalah™ : |
1. Ekonomi pasar yang.hc?fungsi
2. kapasitas yang memadai untuk bersaing dengan pasar Uni Eropa yang dinilai
dari ;
a. Liberalisasi harga
b. Liberalisasi perdagangan

Stabilitas ekonomi

a0

Reformasi sektor finansial .

Bentuk kepemilikan . :

= o

Kualitas modal, manusia, dan peralatan

Kualitas infrastruktur

Uz

3. Membuat persetujuan  dengan Uni  Eropa untuk membuat hubungan
perdagangan yang harmonis dan pembentukan area perdagangan bebas.

Kriteria ketiga dalam Copenhagen Criteria, kriteria acquis, adalah

kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh negara anggota yang diatur

dalam acquis communautaire. Acquis communautaire merupakan badan dari

Traktat-traktat Eropa, hukum-hukum, dan norma-norma Umi Eropa yang terdiri

dari 31 pasal yang harus diadopsi oleh calon negara anggota, atau dinegosiasikan

implzmentasinya selama masa negosiasi berjalan sebelum secara resmi menjadi

anggota.>' Hal-hal yang diatur dalam kriteria acquis adalah®® :

{. Kebebasan perpindahan barang

2. Kebebasan perpindahan orang

Kebebasan penyediaan jasa

a2

4, Kebebasan perpindahan modaij
5. Hukum perusahaan

6. Kebijakan persaingan

7. Pertaman

8. Penkanan

Y Ihid,

Yodobn K. Gleon, Op.cit,, him. 220,

Y Ihid,
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kebijakan transportasi

Pajak

. Ekenomi dan keuangan

Statistik

. Kebijakan sosial dan ketenagakerjaan
. Encrgi

. Kebijakan industri

Ferusahaan kecil dan menengah -
. 1lmu pengetahuan dan penelitian

Telekomunikasi dan teknologi intormasi

Pendid'kan dan pelatihan

. Kebijakan kebudayaan dan audio-visual

Kebijakan regtonal dan koordinasi instrumen struktural

. Lingkungan hidup

. Perlindungan konsumen dan kesehatan

. Kerjasama pengadilan dan urusan dalam negen

Bea cukai

Hubungan eksternal

. Kebijakan luar negeri dan keamanan bersama

Kentrol finanstal

. Perencanaan finansial dan anggaran

. Institusi-institusi

Hal-hal lainnya .
Dalam proses Turki menuju keanggotaan UE, Turki dihadapkan pada

kewajiban untuk memenuhi persyaratan dalam Copenhagen Criteria. Yang

menjadi perhatian utama dari UE adalah kemampuan dan komitmen Turki untuk

memenuhi kriteria pertama, yaitu kriteria politik. Untuk dapat menyelesaikan

proses aksesi dengan UE, Turki harus dapat menjalankan dan menerapkan hal-hal

yang Jiatur dalam kriteria pertama, kedalam kehidupan kenegaraannya.
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Kepentingan nasional Turki adalah menjad: bagian dari negara-negara barat,
dalam hal int vyaitu dengan menjadr anggota Uni Eropa. Untuk mencapai
kepentingan nasionalnya tersebut, Turki akan berupaya secara maksimal dalam
memenubi Copenhagen Criteria agar dapat bergabung menjadi anguota UE dan
dapat menjadi salah satu negara demokratis liberal seperti yang selama ni dicita-
citakan, Hal tersebut sejalan dengan pengertian dari konsep Kepentingan Nasional
vaitu tujuan-tujuan yvang ingin dicapai schubungan dengan kebutuhan bangsa atau

negara atau schubungan dengan nal yang dicita-citakan,

2.2 Koudisi Politik di Turki

Pada November 2002, Adalet va Kalkinma Partisi atau Parta Keadilan dan
Pembangunan ('AKI’) ‘berhasil memenangt pemilihan umum di Turki. Partai
tevsebut memperoleh 34,4 persen suara dan total seluruh partai yang mengikuti
pemilihan umum.™ Atas kemenangan tersebut, partai AKP menduduki 364 dari
550 kurst di parlemen, hanya kurang 4 kursi untuk dapat memegang mandat
m:ngubah Konstitusi 1982 di Turki.* Sementara itu pada 22 Juli 2067, Partaj
AKP berhasil memenang! pemilithan umum parlementer untuk keduva kalinya.
Pada masa pemerintahannya vang kedui, AKP berhasi] mendapatkan 46,7 persen
suara dan 341 kursi di Grand National Assembly.™®

AKP  berhasil memperoleh dukungan terbesar dan rakyat Turki dan
mamenangi pemilu berkat citra yang bersih dalam perpolitikan di Turki. Terlepas
dari Xesuksesannya tersebut, tidak dapat dipungkini bahwa terdapat kecurigaan
besar, hhususnya dari kalangan sekular dan militer, bahwa AKP adalah partai
yang berakar Islam. Sejumiah petinggi AKP merupakan pemimpin Partai Isiam
Refah yang sempat memerintah Turki pada tahun 1996-1997 dan sudah

dibubarkan oleh pemerintah Turki pasca terjadinya kudeta oleh militer.

|
t

** Ae Turki Kita Mengaji. hap:/fislamlib.com/id/artikel/ke-turki-kita-mengajt/.

il .

" Ihid

** Zevno Baran, “Turkey Divided” dalam Joxrnal of Democracy 19/1¢(2008) : him. 53,
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Meskipun jelas ‘berlatar Islam, AKP menegaskan bahwa partainya tetap
mengusung ide sckulansme. Platform AKP mengatakan bahwa “ide dasar yang
melandasi sekularisme adalah tmparsialitas negara terhadap semua keyakinan
aganu, Dalan ;;rti i sekularisme adalah juga prinsip kebebasan. Sekularisme
membatasi (wewenang) negara, bukan individu™*® Platform tersebut memiliki
makra bahwa dengan sekulerisme model AKP ini, maka negara tidak memiliki
ruang yang luas untuk membatas: dan mengekang kebebasan warganya dalam
menjalankan agama. Perdana Menteri Erdogan berkomitmen untuk tetap-menjaga
sekularisine karena sekularisme merupakan jalan menuju proses demokratisasi.
Demok ratisasi diperlukan untuk mewujudkan masuknya Turki ke dalam
keanggotaaa UE.

Sekularisme di Turki, bukanlah sckularisme seperti yang lazim dipahami
dan <jalankan oleh ﬁcgara-negara sekular lainnya, Pihak nuliter di Turk:
menjalankan politik sckular fundamentalis, yatiu menjaga agar aspek-aspek sosial
kemasyarakatan yang berbau agama tidak dapat dijalankan.’’ Kaum sekular
berpandangan bahwa sebuah partai yang memiliki akar Islam boleh memegang
pemerintahan di Turki, tetapi lembaga kepresidenan harus tetap melanjutkan nilai-
nilai dan perubahan yang dimulai olch Attaturk.® Dengan naiknya AKP ke
puncak pemerintahan Turki, Turki dipimpin oleh pemerintahan yang berakar
Islam moderat dan mengusung sekular demokratis sehingga diharapkan Turki
dapat membuktikan dirinya sebagai sebuah negara yang mampu berintegrasi pada
sistem  internasional, dalam hal i memasvki  keanggotaan UE  yang
membutuhkan penerapan nilai-nilai demokratis. .

Keadaan perpolitikan di Turki terpecah menjadi dua'kubu khususnya dalam
hal dukungan terhadap proses reformasi dan demokratisasi di Turki, serta
dukungan terhadap masuknya Turki ke dalam keanggotzan UE. Kubu yang
mendukung proses reformasi politik dan ekonomi serta demokratisasi di Turki
ialah kaum liberal demokrat dan kaum Islamist. Sementara kubu yang tidak
mendukung adanya proses reformasi dan demokratisasi yang dilakukan AKP

adalah kelompok sekularis,

* Ke Turki Kita Mengaji. Loc.cit.

¥ Ibid.

™ Turki Berlavar dan Mendavung dalam Galau.

htpAvww . vhmedia.net/home/index.phphid=viewé&aid=4870& lang.
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Kelompok liberal demokrat terdiri dari individual yang terkena pengaruh
langsung pada kudeta militer tahun 1960, 1971, dan 1980 Kelompok ini
bertujuan untuk menckan pengaruh muliter dalam perpolitikan dan menekankan
kepada militer bahwa di negara demokrasi, semua pihak harus menghormati dan
menerima hasil pemilu.

Kelompok yang juga mendukung pemerintahan AKP adalah kzslompok
{slamist. Kelompok Islamist di Turk: adalah kelompok Islam moderat yang
mendukung komitmcﬁ AKP pada proses demokratisasi dan pembaharuan di
Turk!. Kelomnok islamist di Turki adalah kelompok yang pro-reformasi karena
Islamist Turkr cenderung mengarah pada modernisast Eropa. Hal ini
dilatarbelakangi oleh adanya pertentangan antara Islamist dan militer yang telah
ada sejak sebelum masa pemerintahan AKP. Oleh karena itu, sikap kelompok
Islamist bertentangan dengan militer J'urki yang cenderung bersikap anti Eropa.
Pada pemerintahan AKP yang memasuki putaran kedua, kelompok Islamist
berharap bahwa pemerintah menghapuskan peraturan yang melarang pzrempuan
mengenakan jilbab pada kantor publik dan universitas. Kelompok liberal
demckrat dan kclompok Islamist bersatu dalam memberikan dukungan pada
upaya Turk' masuk ke dalam keanggotaan UE.

Kubu yang tidak mendukung proses demokratisast dan reformasi di Turki,
dan menentang pemerintahan AKP, adatah kelompok sekularis. Ketakutan utama
sekularis adalah AKP memiliki agenda tersembuLnyi untuk menjadikan Turki:
sebagal sebuah negara 'slam. Kecurigaan tetap ada meskipun pemerintahan AKP
telalh memastikan tujuannya adalah reformasi dan demokratisasi sekular yang
sejalan dengan ketentuan-ketentuan UE.

Ketakutan kelompok sekulans semakin  menjadi sejak  menurunnya
dukungan warge Turk: terhadap sekularisme sejak AKP berkuvasa tahun 2002.
Dari sebuah survei yang dilakukan, pada tahun 2002, 73 persen responden di
Turki masih menganggap bahwa urusan keagamaan sebaiknya dipisahkan dari
fiehidupan kenegaraan. Tetapi pada tahun 2007, jumlah tersebut menurun menjadi

55 persen.™”

¥ Zevna Baran. [oc.cir. him. 36.
" thic! hlm. €0,
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Penel'tian juga menunjukkan bahwa terjadi peningkatan terhadap jumlah
penduduk yang menyebut dirinya sebagai seorang muslim sejak naiknya AKP ke
pusat pemerintahan tahun 2002."

Berkaitan dengan isu aplikasi keanggotaan Turki ke dalam UE, kelompok
sekularis menjadi kelompok yang menentang upaya-upaya reformast yang
dilakukan AKP untuk menyesuaikan negaranya dengan kriteria-kriteria yang
ditetapkan oleh UE. Kelompok sekularis beranggapan bahwa upaya AKP akan
merubah tatanan negara sekular yang telah diciptakan oleh pendiri Republik
Turki.

Ketika pemerintahan AKP telah serius untuk melakukan langkah-langkah
perbaikan politik demi menuju keanggotaan UE, penentangan dari kaum sekular
semakin jelas ketika sekitar satu juta kaum sekular berunjuk rasa menentang
pemerintah.** Kaum sekular menilai tindakan pemerintah dapat merusak tatanan
masyarakat yang dibangun oleh Attaturk dan setiap perubahan akan merusak
keseimbangan. Kelompok sekular yang tergabung dalam Partai Republik dan
Partar Kiri Demokratik lebih senang apabtla militer yang berkuasa di Turki dan
berupaya menyingkirkan AKP dari puncak pemerintahan.*®

Untuk pelaksanaan kebijakan-kebwjakan pemerintah, Turks memiliki
mnstitusi yang memiliki legitimasi untuk menentukan arah kebijakan pemerintah
Turki, yvaitu Dewan Keamanan Nasional. Institusi tersebut sangat dominan dalam
penentuan kebijakan publik dan dalam memberikan legitimasi dari setiap
kebijakan pemerintah ™ Institusi ini dapat menjadi penghalang bagr npaya Turki
menu,u dalam keanggotaan UE, hal terschut dikarenakan kuatnva kekuasaan

presiden dan tidak adanya keterlibatan masyarakat.

" Ihid, i

" Turki Berfavar dan Mendasung dalam Galan Loc cu

" Ihid,

" Mulvadi M Phallian, X

hitp:/As s uiedu/downdoad/liping/ 16 1005/Um . Eropa_taopa_Tucki_(Mulbvadi_M_Phillian).pdl.
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Selain Dewan Keamanan Nasional, institusi Pengadilan Keamanan Nasional
juga dapat mempengaruhi penilaian UE terhadap upaya-upaya yang dilakukan
Turki. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Keamanan Nasional
sering kali dilakukan hanya untuk kepentingan pihak tertentu dan tidak sesuai
dengen prinsip-prinsip hukum.*® Penegakan hukum yang belum melembaga dan
tidak bersihnya lembaga peradilan, dapat menjadi pertimb‘angan bagi UE apakah
institusi Turki telah sesuai dengan kriteria-kriteria keanggotaan yang telah
ditetapkan.

Penerapan demokrasi di Turki masih belum berjalan sepenuhnya, hal
tersebut dapat terlihat dari institusi pemerintahan yang ada. Sebagai contohnya
dapat dilihat dari bagaimana berjalannya suatu insitusi seperti yang telah
dijelaskan sebelumnya, yaitu institusi Dewan Keamanan Nasional dan Pengadilan
Keamanan Nasional. Sementara itu, kriteria politik yang ditetapkan UE untuk
keanggotaan dalam Copenhagen Criteria mensyaratkan secara mutlak penerapan
nilai-nilat demokrasi dalam sistem politik dan pemerintahan.,

Berkaitan dengan keadaan peraturan-peraturan dan perundang-undangan,
Turks juga masth berusaha keras untuk membuat sistem perundang-undangannya
selaras denzan yang disyaratkan oleh UE. Undang-Undang Dasar (UUD) Turki
saat ini adalah undang-undang yang berlaku sejak 7 November 1982. UUD
tersebut menetapkan bahwa Turki adalah negara tata hukum nasional, demokratis
serta terpisah politik dan agamanya.'® Pemerintahan AKP menjalankan berbagai
reformasi dan amandemen terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam undang-
undang Turki untuk menyesuaikan dengan standar perundang-undangan UE.,

Sebagai langkah dalam menyesuaikan perundang-undangannya, pemerintah
Turki telah mempersiapkan paket reformasi yany akan menggantikan undang-
undang Turki. Dalam rancangan undang-undang yang baru, terdapat klausul
hukuman yang lebih berat bagi pelaku penyiksaan, klausul mengenai genosida dan
kekejaman terhadap kemanusiaan, serta klausul mengenai  penvelundupan

] ; C a7
manusia yang baru pertama kali muncu! dalam undang-undang Turki *

" Ihid

o hitpffindonesian esi e L 2UGHD2 27 1ERSO AT hies

" Perancis Skeons  soul  Keanggotaon  Turki o UK hitp:/wwvw2 kompas.com/kompas-
celak/04092 490, 1 286569 am.
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Dalam rangka menyesuaikan diri dengan kriteria yang ditetapkan UE dalam
Copenhagen Criteria, Turki terhambat oleh ganjalan yang berkaitan dengan isu
kebebasan berpendapat di Turki. Hal itu disebabkan oleh pasal 301 Kitab Undang-
undang Hukum Pidana Turki yang menyatakan bahwa penghinaan bagi negara
atau jatidiri Turki dapat dikenakan hukuman.*® Pasal tersebut terdapat dalam
sejumlah reformasi hukum yang dilakukan Turki dalam rangka menyesuaikan diri
dengan persyaratan keanggotaan Um Eropa. Tetapi di lain pihak, UE menilai
bahwa pasal tersebut mengganggu iklim kebebasan berpendapat.

Melihat dari dinamika tersebut, jelas terlihat bahwa Turki mastih
memerlukan banyak pembenahan mengena kondisi pemerintahan dan peraturan
serta perundang-undangannya. Pembenahan yang perlu dilakukan tidak hanya
sekedar untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh UE, tetap) juga harus

disesuaikan dengan kondisi yang selaras dengan nilai-nilai demokratis.

2.3 Kondisi HAM di Turki

Selatn kondisr polittk, yang juga dickankan dalam penehtian ini adalah
kondisi HAM di Turky, dan bagaimana Turks berupaya menjaga kondisi HAMnya
agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh UE. Mengenai kondisi HAM
Turk! yang berkartan dengan keanggotaan UL, isu tersebut mular terangkat sejak
UE memberikan status kandidat resmi pada Turk: pada pertemuan Dewan Eropa
di Helsinski tahun 1999. Pada pemberian status kandidat resmi itu, Turki
dianggap sudah cukup melaksanakan demokrasi tetapi masih  memiliki
permasalahan terhadap isu HAM dan perlindungan terhadap minorias. ™

[su vang paling banyak menjadi sorotan di Turki menyangkut pelanggaran
HAM adalah kasus pembantaian bangsa Armenia. Pada masa Perang .Dunia I,
antara tahun 1915-1919, Turki dipercaya melakukan pembantatan bangsa
Armenia szbanyak 600.000 hingga 1.5 juta orang.’” Pada saat itu Armenia masih
merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman. Peristiwa itu diyakini oleh banyak

negara sebagal peristiwa genosida atau pembantaian etnis.

10U Turkey Negotialions. Lozl

" Turkey : The Commission Reconmends (pening Accession Negoliations.
http:#/europa.ewscadplus/leg/en/ivb/e 50015 . him.

Ui Eropa Aasih Ragu Menerima Turki. bup: /1202 158.49.2 2/berita.asp?id=2689.
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Pada tahun 200!, parlemen Perancis mengeluarkan resolusi yang berisi
kecaman mengenat peristiwa pembantaian bangsa Armenia oleh Turki pada masa

Kekaisaran Ottoman.>’

Menanggapi tindakan Perancis dan tudingan yang
diberikan oleh negara-negara Barat, Turki membaq_tah bahwa peristiwa tersebut
adaiah peristiwa genosida. Menurut Turki, bangsa Armenia terbunuh secara tidak
sengaja pada masa terjadinya Perang Dunia 1 dan dalam pecahnya perang saudara
pada masa runtuhnya Kekaisaran Ottoman.

Dengan adanya resolusi yang ditetapkan Perancis, Perancis dan beberapa
negara anggota UE menggunakan isu itu sebagai penciakan masuknya
keanggotaan Turki berkaitan dengan isu HAM yang masth harus diselesaikan
sesua. dengan kriteria pertama pada Copenhagen Criteria. Isu Armenia=ini juga
menghambat proses negosiasi Turki dengan UE karena Turki menolak mengakui
terjadinya pembantaian etnis terhadap bangsa Armenia. Oleh karena itu, UE
menjadikan pengakuan Turki sebagai salah satu persyaratan untuk melanjutkan
negosiasi dan Turki juga diminta untuk menjalin hubungan diplomatik dengan
baik terhadap Armenia,

UE juga melihat isu kebebasan beragama di Turki sebagai salah satu isu
HAM. Isu tersebut berkaitan dengan peraturan di Turki vang melarang
penggunaan jilbab pada sekolah dan universitas negeri serta pada kantor-kantor
publik. Peraturan ini dibuat pada tahun 1980 oleh pihak militer.** Larangan
penggunaan jilbab int dibuat untuk menegaskan sistem sekular yang dianut oleh
Turki. Tetapi sejak AKP berkuasa, pemcrintahan AKP berusaha untuk menghapus
larangan tersebut. Upaya yang dilakukan AKP bertujuan untuk menvesuaikan diri
dengan persyaratan dari UE. Menurut pemerintahan AKP, larangan penggunaan
jilbab i selain menckan hak kebebasan beragama, juga dapat membatast warga
negara untuk mendapathan pendidikan. Rencana pencabutan larangan penggunaan
jilbab mendapatkan tentangan dari prhak sckular dan tentara karena dianggap
bertentangan dengan paham sekular yany diterapkan di negara itu sejak awal

berdirinya Republik Turki.

M Sefenghah Lavs k- Belahan Eropa.

http:imajaloh.dempomterakut com/Ad/arsip/2004/ 122 7/ENmbm. 20041227, 1L.N93379.1d . himl,

© Akbar Muzukki. Parlemen Turki Sewgue Turik Larangan  Jilhab. hup:/dunia.pelajar-
slam.orad/ T p=036.
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Yang juga dianggap sebagai isu HAM di Turki adalah pembatasan terhadap
kebebasan berpendapat yvang disebabkan oleh adanya pasal 301 dalam KUHP
Turki, seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab scbelumnya. Pasal ini oleh UE
dianggap dapat menghambat kebebasan berpendapat karena dapat menjerat siapa
saja yeng dianggap menghina jati diri atau negara Turki. Berkattan dengan
tuduhan menghina negara Turky, penubis Turki Orham Pamuk dan anggota
Parlemen Eropa Joost Lagendijk terjerat oleh pasal ini.” -

Orhum Pamuk dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa pemerintah
Turk: sebaiknya bertanggungjawab terhadap pembantaian etnis bangsa Armenia.
Sementara i.u, Joost Lagendijk juga dalam sebugh wawancara mengatakan bahwa
tentara Turki secara sengaja mencari konfrontasi dengan gerakan perlawanan
PKK surdi agar tentara merasa berkuasa.’' Dari segi UE, UE berpandangan
bahwu pasal yang dibuat untuk menyesuaikan diri dengan kniteria UE tersebut
bermasalah dan mendesak Turki untuk mcrumuskan kembali isi dari pasal
tersebut.

Perlakuan Turki terhadap suku minoritas Kurdi juga mendapat sorotan dari
UE. Suku Kurdi di Turki mencapai 20% dari total scluruh penduduk dan menjadi
suku bangsa kelas dua di negara itu. Pemernintahan sekular yang berkuasa sejak
berdirinya Republik Turki, mengeluaikan peraturan yang melarang penggunaan
bahasa dan kebudayaan tradisional Kurdi. Tetapi sejak AKP berkuasa, pemerintah
mulai memperhatikan dan memperbaik: kesejahteraan suku Kurdi. Hal tersebut
juga dilakukan untuk memenuhi hitmbauan UE agar Turki memperbaiki~hak-hak
suku minoritas Kurdi yang tinggal di wilayah tenggara Turki.

Selain isu-tsu HAM yang telah dijelaskan diatas, Turki juga masih harus
membenahi beberapa permasalahan lain yang oleh UE dianggap berkaitan dengan
isu HAM. Penilaian Amnesty International terhadap Turki, menyimpulkan
beberapa hal yang masih harus dibenahi Turki berkaitan dengan keadaan HAM di

negaranya.

U-Turkey Negotiations. Loc.¢if.
Pasal Penghinaan Mempersulit Hubungan Tarki - Eropa.
http://vawvw ranesinl/arsipakiua/eropa/penghinaan051229.

L.
{4
54
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Hal-hal tersebut antara lain memperbaiki kinerja institusi-institusi publik,
pembenahan penegakan hukum dan pengadilan, dan menjaga serta memastikan
partisipasi dari kelompok-kelompok masyarakat dalam proses reformasi yang
berjalan.>

Berkaitan dengan isu HAM sebagai salah satu indikator dalam kriteria
politik pada Copenhagen Criteria, perbaikan bidang HAM Turk: sebaiknya
disesuaikan dengan instrumen-instrumen HAM yang ditetapkan oleh UE. Poin-
poin yang terdapat pada LU Charter of Human Rights yaitu™® ; .

1. Kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan
kebebasan berkumpul

2, Hak setian warga neyara untuk mendapatkan pendidikan (termasuk gratis biaya
pendidikan wajib/dasar), hak untuk memiliki properti dan tempat tinggal,
kesetaraan di hadapan hukum, hak untuk mendapatkan akses terhadap jaminan
sosial dan kesehatan, kebebasan untuk melakukan perpindahan di dalam UE,
dan hak untuk pengadilan yang terbuka dan adil. :

3. Larangan untuk hukuman mati, penyiksaan, kloning manusia, perbudakan, dan
buruh anak-anak.

4, Hak bagi pekerja untuk memiliki serikat/perkumpulan dan perlindungan dari
pemutusan kerja sepihak.

Sehubungan dengan prasyarat HAM pada Copenhagen Criteria, Turki
diharapkan setidaknya dapat mencapai standar HAM seperti yang tercantum
dalayw KU Charier of Human Rights seperti telah dijabarkan diatas. Selain itu
pula, Turki juga tetap harus menyelesaikan 1su-isu HAM lain yang menjadi

scrotan oleh UE,

2.4  Turki Menuju Keanggotaan Uni Evopa

Agar Turki dapat bergabung ke dalam keanggotaan Uni Eropa, pemenuhan
Capenhagen Criterica jelas masih menjadi syarat mutlak untuk dipenuhi sebelum
UE resmi menerima Turkt menjadi negara anggota baru. Selain kriteria geografis
yang tercantum dalam Traktat Uni Eropa. negara vang ingin berzabunyg ke dalam
organisasi supranasional tersebut juea harus memperhatikan kriteria ekonomi,
politik, dan kritenia aoguiy yang terdapat pada Copenhagen Critera

* Torkey s Human Rights Vielations Still Contee lnip iisw w.anca.org/ancadish phpladid=193,
* John MeCormick. (Jp.cit. him. 181,
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Indikator kriteria politik ditekankan pada pemerintahan yang demokratis,
penegakan hukum. dan penghargaan terhadap HAM dan kaum minoritas, dan
indikator kriteria ekonomi ditekankan pada berjalannya ekonom pasar, Sementara
itu, penekanan kriteria acquis adalah norma-norma UE yang harus diadopsi oleh
calon negara anggota.

Pemerintahan yang demokratis menurut peraturan UE adalah pemerintahan
yang melibatkan pa.rtisipasi publik, kesetaraan atau persamaan hak, pemilu yang
demokratis, dan kebebasan berpendapat. Melihat dari penjabaran pemerintahan
yvang demokratis menurut Copenhagen Criteria dan ditambah dengan kondisi
aktual vyang terjadi di Turki, membuat Turki masih harus bekerja untuk
meny2suaikan keadaan politik dalam negeri dan pemerintahannya aga:.r sesuai
dengan kriterta yang ditetapkan UE melalut Copenhagen Criteria.

Perilaku aktor negara dalam sistem internasional cenderung untuk mengejar
kepentingan nasional, 'dan kepentingan nasional suatu negara adalah untuk
memperoleh atau mempertahankan kekuatan negaranya. Dengan menjadi anggota
UE, Turki merasa akan mendapatkan kekuatan bagi negaranya, yaitu sebagai
aktor yang berperan di kawasan, sebagai anggota dari organisasi supranasional
yang berpengaruh, dan juga kekuatan ekonomi. Sejalan denzan pengertian
kepentingan nasional  secara umuim, yailu lyuan-tujuan yang ingin  dicapai
sehubungan dengan kebutuhan bangsa atau negara atau sehubungan dengan hal
yang dicita-citakan, maka Turki akan melakukan segala upaya yang disyaratkan
UE untul: mengejar kepentingan nasionalnya mienjadi anggota UE.

Dalam proses penerimaan negara anggota baru, penilaian Komisi Eropa
ditekankan pada knteria politik, antara lain yaitu sistemn hukum, refe of lavw,
sistem pengadilan yang independen, perlakuean terhadap kaum minoritas, dan yang
terpenting adalah upaya menjalankan nilai-nilai dan praktek demokrasi.’’ Oleh
karena itu, untuk melancarkan jalannva menuju keanggotaan UE. Turki harus

melakukan penekanan pada pemenuhan knitenia politik.

47 - - -
Lrsin Kalaveiloglu, foc.co, hlm. 8.
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Mengacu pada kriteria yang ditetapkan dalam Copenhagen Criteric:, negara
kandidat diharuskan untuk melakukan sejumlah proses reformast untuk
melakukan penyesuaian atas peraturan-peraturan negaranya terhadap kriteria
dalam Copenhagen Criteria dan dalam acquis communautaire®® Reformasi juga
dilakukan untuk memperkuat keadaan infrastruktur dan administrasi negara
kandidat. Selain melakukan reformasi sebagar upaya pemerintah Turki untuk
meinenuhi persyaratan, Turki juga akan menemui berbagai tantangan yang berasal
dart mternal maupun eksternal negaranya.

Dilihat dari kondisi politik dalam negerni dan HAM Turki yang telah
dipavarkan pada sub-bab sebelumaya, tidak terlalu sulit bagi Turki untuk
melzncarkan jalannya untuk bergabung dengan UE. Untuk beberapa isu, Turki
telah melakukan penyesuaian dengan persyaratan dan kondisi yang ditetapkan
UE, tetapi untuk beberapa isu lainnya, jelas Turki masih harus melakukan

seyumiah reformasi untuk dapat menyelesaikan proses negosias: dengan UE.

¥ hup:/ficuropa.criscadphusfglossarviapplicant_countries_en him.
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UPAYA DAN TANTANGAN TURKI DALAM RANGKA MEMENUHI
KRITERIA PERTAMA COPENHAGEN CRITERIA
PADA MASA PEMERINTAHAN ERDOGAN

Pemenuhan Copenhiagen Criteria merupakan syarat muilak vang harus
dipenuhi olch Turki untuk dapat memular prosces negosiast untuk menjadt anggota
Um Eropa (UE). Sebagai konsekuensi darnt pemenuvhan Copenhagen Criteria,
khususnya kriteria pohtik sebagai penitikberatan pada penchtian ini, Turki
dihadapkan pada kondisi untuk melakukan reformasi atas kondisi politiknya,
meliputs kondisi HAMnya, untuk menyvelaraskan dengan standar-standar yang
diterapkan oleh UE.

Sampai dengan tahap tersebut, berdasarkan opini dari Komisi Eropa, Turki
telah melalui proses vang panjaﬁg entuk menjadi anggota UE, dunulai dari awal
menjalin huhungan asosiast dengan UE, hingga proses negosiast den adopsi
pandangan-pundangan dan Komisi dan Dewan Eropa.

Kronologis Turki untuk menuju keanggotaan UL adalah sebagai berikut™ :

Septenzher 1959 Turki mengajukan aphkasi untuk menjadi anggota asosiasi
dengan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) atau fnropean
Ikconomic Communiiy, "

September 1963 Turki menandatangani kesepakatan persahabatan Ankara
Agreement dengan tuyuan untuk memasuki Custom {Union

dengan MEE,

Juli 1970 - Turki dan MEE menandatangani perjanjian yang
meramalkan keanggotaan penuh Turki pada blok Eropa
tersebut,

April 1987 > Turkr mengajukan aplikast untuk keanggotaan penuh pada
MEE,

Desember 1997 : Sidang Dewan Eropa di Luksemburg, Turki ditetapkan

memenuhi syarat untuk menjadi anggota Uni Eropa.

¥ EU-Turkey Relations.
http Hee curopa ew/enlurgement/candidatecountricsAurkeyvfrelationfindex _en him .
Ui Eropa Menvamiut Turki. hugpeffswws suaonnerdekiccombarian/035 HOSAm0 | him.
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Desember 1999 . Sidang Dewan Eropa di Helsinski menetapkan Turki
sebagai negara kandidat dengan kedudukan yang setara
dengan negara kandidat lainnya.

Mei 2003 - Adopsi Revised Accession Partnership for Turkey oleh
Dewan Eropa.

Oktober 2004 . Kowisi Eropa mengeluarkan Rekomendas: dan laporan
mengenai kemajuan dan 1su atas proses aksest Turki
(Recommendation on Turkey's Progress owards Accession
dan fssues Arising from Turkey's Membership Perspective).
Komisi Eropa merekomendasikan agar Ul memula:
perundingan keangeotaan dengan Turky,  namun
menyatakan  negosiasi mungkin ditunda bila Turki
melakukan pelanggaran HAM.

Desember 2004 - Dewan Eropa menetapkan prasyarat untuk memulai proses
negostasi UE dan Turki menyepakati perjanjian yang akan
m_"emulai perundingan keanggotaan pada Oktober 2005,

Mei 2005 - Turki menunjuk Mentert Ekonomi Ali Babacan umuk
mengetuai tim negosiasi dalam perundingan dengan UE.

Oktober 2005 . Adopsi Negotiating FF'ramework oleh Dewan Eropa
mengenai prinsip-prinsip negosiasl, UE membuka secara

resmi proses nerostasi dengan Turki,

3.1 Upaya Pemerintah Turki dalam Memenuhi Kriteria Pertama

Cupenhagen Criteria

Perilaku aktor negara cenderung untuk mengejar kepentingan nasionalnya,
dan kepentingan nasional sctiap negara adalab suatu tujuan atau cita-cita yang
ingin dicapai, untuk keamanan dan kesejahteraan nasionalnya. Turki memiliki
kepentingan nastonal untuk menjadi anggota Umi Eropa, karena dengan menjadi
salah satu negara anggota organisasi supranasional tesebut, Turki merasa dapat
menjamin kearnanan dan kesejahteraan negaranya dari segi wilayah, ekonomi, dan

juga xesejahteraan warga negaranya.
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Dengan menjadi anggota UE, Turkr juga berharap dapat meningkatkan
kekuatan dengan cara menjadi anggota orgamsast yang memiliki pengaruh di
kawasan. Deml mencapai kepentingan nasionalnya tersebut, Turki bersedia
melakukan segala up.aya untuk menyesuaikan keadaan negaranya dengan
persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh UE, khususnya pada kriteria
bertama Coperhagen Criteria. Dalam kriternia pertama Copenhagen Criteria,
terdapat dua nilai utama yang disyaratkan UE bagi settap negara yang ingin
bergabung ke dalam organisasi supranasional tersebut, yaitu penegakan demokrasi
dan HAM.

Proses aksesi Turki ke dalam UE terletak pada tiga pilar, yaitu®'

I. Implementasi penuh Copenhagen Criteria dan reformasi politik yang
menyeluruh. Proses reformasi politik int diawasi oleh Reform [<ollovw-up Group
yang terdiri dar* Méhteri Luar Neger:, Menteri Keadilan, dan Menteri Dalam
Negeri. | *

2. Kepatuhan terhadap acguis communamaire, yaitu penyesuaian peraturan-
peraturan dan uadang-undang, serta institusi-institusi Turki terhadap standar-
standar yang ditetapkan UE.

3. Dialog antar masyarakat siptl dan penguatan peran masyarakat. Pilar ini
diawasi olel £U Communication Group dan jurnalis Turki ditugaskan sebagai
pemimpin dalam pilar komunikasi ini.

Pilar-pilar aksesi Turki diatas menjadi landasan bagi upaya yang dilakukan
pemerintah Turk: untuk memenuhi ketentuan dalam kriteria politik Copenhagen
Criteria untuk menuju keanggotaan UE. Langkah nyata dalam upaya yang
diiakukan pemerintah Turki adalah melakukan reformasi keadaan perpolitikan dan
dalam negeri negaranya, termasuk juga reformasi isu-isu HAM, sesuai dengan
vang disyaratkan pada kriteria pertama Copenhagen Criteria, yaitu kriteria politik.

Tujuan umum darf reformasi yvang dilakukan pemerintah Turk: adalah untuk
meningkatkan demokrasi dan standar HAM dengan melakukan penyesuaian atas
repulast Turkl, terhadap norma-norma internasional yang berlaku, khususnya
norma-norma pada Uni Erupa.”' Hal inj bertujuan agar setiap warga negara Turki
dapat merasakan kebebasan dan perlakuan HAM yang baik sesuai dengan standar

Uni Eropa.

“* EU-Turkey Negotiations, Loc.cit,
*h Relorm in Turkey. Loc.eif,
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Sedangkan tujuan khusus dari reformasi Turki adalah untuk memastikan bahwa
Turkt mnelakukan penycéuaian terhadap norma-norma atau aturan-aturan UE.%
Dalam rangka menyesuaikan legisiasi Turki dengan norma-norma Eropa
dan . internasional, pemerintall Turki melakukan proses screening. amandemen,
dan ratifikasi legislasi Turki terhadap dokumen-dokumen internasional antara
lain® : UN € ‘onventions against corruption yang ditandatangani pada tanggal 10
Desember 2003, the OSCE Documents, Lnropean Convention on Human Rights
Protocol No. 6 dan Protocol No. 13 mengenal penghapusan hukuman mati, the
Protocol 1o the Inigrnational Covenant on Civil and Political Rights yang
ditandatangani pada 3 Februari 2004, rthe Optional Protocol 1o the Convention on
the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict yang
diratifikasi pada tanggal 16 Oktober 2003, meratifikasi Council of Europe's Civil
and Criminal Law Convention on Corruption, European Courts of Human Rights,
dan yang terutama screcning terhadap FEU Acquis Communautaire dan
Copenhagen Criteria.
Proses reformasi Turki dititikberatkan pada sektor-sektor berikut ini®* :
1. Penghapusan hukuman mati
Perlawanan terhadap penyiksaan
Reformasi sistem penjara

Kebebasan berekspresi

S W ow

Kebebasan bersenkat dan berkumpul

6. Kebebasan beragama

7. rungsi peradilan

8. Hubungan sipil dan militer

9. [{ak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan

10. Tindakan anti korupsi

°* fhid
> fhid,
®% Thicd
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Dalam rangka mencapai tujuan reformast pada sektor-sektor tersebut diatas,
pemerintan Turkt tidak hanva melakukan langkah-langkah perbaikannya, tetap:
juga melakukan langkah untuk memastikan 1mplementasi dari reformasi t;:rsebut.
Untuk memastikan jalannya proses reformasi, pemerintah Turki telah membentuk
badan pengawas proses reformasi, Reform Moaonitoring Group, untuk menjaga
proses 1eformasi dan implementasinya. Grup ini dipimpin oleh Deputi Perdana
Menter: dan Menteri Luar Ncgcfi, serta terdapat Menteri Keadilan dan Menteri

Dalam Negeri.

3.1.1 Reformasi Undang-undang dan Politk Dalam Meger:

Pemertntah Turk: sangat serius dalam membawa negaranya menjadi anggota
Uni [iropa dengan berupaya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan.
Dalam rangka mematulii kriteria politik dalam Copenhagen Criteria, pemerintah
Turki membuat National Progranme, yaitu suatu komitmen pemerintah Turki
untuk melakukan reformasi serta implementasinya untuk menyesuaikan regulasi
dalam negerinya dengan yang disyaratkan olch UE.

National Programme dilakukan pertama kali oleh pemerintah Turk: pada
tahun 2001 dan dilanjutkan oleh pemerintahan AKP pada tahun 2002 dengan
melakukan sejumliah amandemen terhadap Konstitusi }98:2 oleh Turkish Grand
National Assembly (TGNA).®® Pemerintah Turki juga melakukan sejumiah upaya
lain dengan inenciptakan regulasi-regulasi baru yang disesuaikan dengan regulasi
UE. Selain itu, pemerintah Turki - juga mereformas) produk-produk hukumnya
pada tahun 2003 dan 2004. Semua upaya yang dilakukan pemerintah Turki adalah
dalam rangka memajukan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia di Turki
dan menjadikan Turki: selaras dengan persyaratan keanggotaan dari UE,

TGNA melakukan amandemen total sebanyak 34 dari 177 permanen artikel
dan 16 temporer artikel dari konstitusi.® Pendahuluan konstitusi juga mengalami
amandemen untuk lebih memberikan unsur demokratis dalam konstitusi Turki,
Setelah amandemen tahun 2001 dan 2002, perubahan dapat terlihat dengan lebih

adanya unsur demokratis dalam pemerintahan Turki.

** Ersin Kalayeioghu, Loc.cit.
“ Mhidd.
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Pada tahun 2001, pada tahap pertama dilakukannya amandemen, TGNA
melakukan amandemensebanyak 34 artikel. Amandemen pada tahap peniama ini
mencakup kebebasan ';{Jerpendapat, berckspresi, dan privacy, kebebasan untuk
berkumpul mencakup juga untuk civil servants, meningkatkan persamaan gender,
pengadilan yang adil, menunda pelaksanaan hukuman matt, mengubah komposisi
Dewan Keamanan Nasional, hak-hak sosial dan ekonomi, dan terakhir penguatan
pengawasan legislatif.*’ Amandemen yang dilakukan juga mencakup secara lebih
luas aspek sosial yang menyangkut isu HAM di Turki.

Pada program amandemen di tahun 2001, pemerintah Turki mengubah
komposisi National Security Council /| Dewan Keamanan Nasional (DKN).
Dengan perubahan komposisi iri, pemerintah mulai mengurangi peranan militer
dalam perpolitikan di Turki yang dominan sejak era Attaturk. Langkah secara
nyata yang dilakukan yaitu pada tahun 2003, Dewan Keamanan Nasional yang
didominasi militer menghapus kekuasaan eksekutif sesuai tuntutan UE ®®°

Programn amandemen pada tahun 2002 jebih jauh ni'lenyemuh aspek-aspek
HAM. Pasal yang diamandemen yaitu mengenal penghapusan hukuman mati,
membuat peraturan yang memungkinkan non-Muslim untuk membeli tempat
tinggal, menghapus larangan siaran berbahasa non-Turki, dan mencabut larangan
menggunakan bahasa pengantar non-Turki di sekolah atau program pendidikan.®®

Disamping National Progranme dengan mengamandemen konstitusi Turki
pada tahun 2002, pemerintah juga melakukan upaya lain untuk lebih
menyeleraskan negaranya dengan demokrasi dan standar yang diterapkan oleh
UZ. Regulasi yang baru diciptakan antara lain adalah mempersingkat waktu
pemeriksaan di kepolisian, opini terhadap pemerintah yang tidak bermaksud untuk
menghina pemerintah (Bpastikan tidak akan diproses hukum, mereformasi sistem
penjara dengan memperbarui prosedur dan institusi pengadilan, dan yang terakhir
1alah membuat ketentuan untuk pengadilan ulang bagi mereka yang diyakini
melakukan pelanggaran terhadap peraturan HAM UE yang terdapat pada

European Court of Human Righis.”®

°" Ibid,

“ Un; Jiropa Menyasmbut Vuwrki. Loc.cir.
** Yirsin Kalayewglu, Loc.cif., b, 10
" Ihid,
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Upaya legal lainnya adalah dengan mengadopsi Civili Code yang
didalamnya menciptakan regulasi-regulasi baru untuk praktek hukum Turki.
Pemerintah juga mengamandemen beberapa peraturan baru seperti The Criminal
Code. Anti-Terror Aci, the Press Act, Political Parties Act, dan Political
Associations Act.”"

Selain amandemen konstitusi, upaya penting yang juga dilakukan Turki
adalah dipersempitnya.dominasi militer dalam DKN dengan cara menempatkan
sipil sebagar kepala DKN dan memberi kekuasaan lebih pada perwakilan yang
dipilih rakyat.” Reformasi DKN merupakan bagian dari program reformast sektor
keamanan Turki.

Ada dua faktor penyebab Turkr melakukan reformasi sistem keamanan,
yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Memenuhi persyaratan untuk menjadi
anggota UE merupakan faktor eksternal dalam reformasi tersebut. Untuk dapat
bergabung ke dalam organisasi supranasional terscbut, UE mensyaratkan sektor
keamanan vang demokratis, akuntabel, trunsparan, dan terintegrasi dengan
keamanan insani (human sccurity), serta terawasi secara objektif oleh pemerintah
dan masyarakat sipil.”* Sedangkan faktor internalaya ialah kuatnya pengaruh dan
dominas: militer dalam kehidupan kenegaraan bangsa Turki. Mihter Turki telah
berperan sebasar penpawal bangsa dan penjaga sckularisme scjak awal berdirinya
Repubiik Turk:.

Untuk menjaga kelangsungan proses reformast sektor keamanan Turki dan
memast:kan bahwa reformast selaras dengan ketentvan UE, pemerintah memiliki
tujuan prioritas. Prioritas tersebut ditujukan pada™ ;

. Mengkondisikan kontrol sipil terhadap militer demi mencapa: akuntabilitas

militer

[

Merecefinist konscp ancaman yang sclama ini ditetapkan dan ditafsirkan
secara sepihak oleh tentara
3. Memberdayakan kemampuan sipi! di dalam isu strategi pertahanan dan

kearaanan agar dapat mengawasi aktor-aktor keamanan dengan baik

! 1bid  hlm. 11
A Fah Syuhad, Loc.cir

N Refoomasi Sektor Keamanan Turki. hitp/zainulmaaril blogspot.com/2008/06/retormasi-sektor-
keamanan-turki.html.

! 1bid.
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4. Mempromosikan bentuk kerjasama yang efektif dan sehat antara sipil dan
aktor-aktor keamanan demi mereduksi konflik di kemudian hari r

Dalam rangka mereformasi sektor keamanannya, pemerintah Turki
meniikberatkan pada penguatan peran masyarakat sipil. Pemerintah melakukan
perubahan-perubahan pada kebijakan atau regulasi mengenai keamanan nasional
dengan lebih memperhatikan masukan dan pandangan dari pihak sipil. Untuk itu,
pemerintah Turki menguatkan peran masyarakat sipil, akademisi, dan juga media
massa untuk memberikan masukan dalam isu dan kebijakan mengenai pertahanan
dan keamanan Turki, serta sebagai pengawas sektor keamanan. The Turkish
lvonoamic and Sucial Studies Foundation adalah organisast masyarakat sipil di
Turki yang berpartisipasi dalam penguatan peran sipil. Tugas organisasi tersebut
adalah melakukan berbagai penelitian, pengawasan dan aktivitas lainnya yang
terutama ditujukan pada penguatan parlemen di bidang pertahanan dan keamanan,

Untuk memperkuat rcformasi sektor keamanan Turki dan memberikan dasar
hukumnya, pemerintah melakukan reformasi terhadap produk-produk hukum
Turki selaras dengan program amandemen konstitus) dan regulasi Turki dalam
rangka menyesuaikan dinn dengan persvaratan UE. Pada 7 Agustus 2003,
pemerintah Turki mengesabkan Paket Demokrasi Agustus 2003 (Awgust 2003
Democratic Package). Paket demokrasi tersebut berist mengenai ketentuan
mengharmonisasikan produk hukem Tork: dengan persyaratan menjadi anggota
Uni Eropa, menghentikan pengaruh nmhiter dv ranah politik, dan meriguatkan
legitimasi perspektif sipil di sektor keamanan

Upaya pemerintah Turki dengan mereformasi sektor kecamanan dan
mengharmomsasikannya dengan reformasi produk-produk hukum, membuat
dominasi dan kedudukan militer di Turk) udak sekuat sebelum proses reformasi
mi borlangsung. Untuk menjadi anggota, UE mensyaratkan pemerintghan yang
demokratis, yang didalamnya termasuk juga tidak adanya dominasi militer dalam
kehidupan kenegaraan Turki. Upaya imi merupakan wujud berkurangnya peranan

militer yang terialu kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Turki.

* Ihid.
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Dalam rangka menyesuaikan regulasinya dengan regulasi UE, Turki lebih
banyax melakukan amandemen lonstitusinya dan melakukan pengadopsian
terhadap regulasi-regulasi atau undang-undang UE dan internasional. Undang-
undang yang diamandemen tidak bercbah menjadi undang-undang baru, tetapi
kiausul di dalam undang-undang tersebut mengalami perubahan menjadi lebih
sesuai dengan kriteria atau standar yang diterapkan oleh UE.

Impitkast dari amandemen dan adopsi regulasi Turki tersebut berakibat dua
hai, vaitu implikasi internal yang berasal dari dalam negeri Turki sendiri, dan
implikasi eksternal. Implikasi internal, Turki mendapat tentangan dari kaum
sekular yang tidak mendukung adanya reformasi Kaum sekular beranggapan
bahwa pemerintahan AKP ingin merubah tatanan masyarakat yang sudah
mengakar sejak pemerintahan Attaturk. Sementara implikasi cksternalnya lebih
bersifat positif, yaitu Turki mendapat penilaian positif dari UE bahwa Turki
menunjukkan kemajuan dalam komitmennya melakukan reformasi dalam rangka

menuju keanggotaan LE.

3.1.2 Reformasi Sckior HAM

Sektor HAM juga merupakan bagian dari kriteria politik pada Copenhagen
Criteria, sebagai kriteria yang harus dijalankan oleh Turki untuk melancarkan
jalannya menuju keanggotaan UE. Qleh karena itu, selain pemenuhan sektor
politik seperti vang telah dipaparkan pada sub-bab sebelumnya, pemenuhan sektor
HAM dan reformasinya juga dilakukan oleh Turkt untuk memenuhi persyaratan
yang ditetapkan UE.

Reformasi serta implementasi scktor HAM di Turki, disesuaikan dengan
standar regulusi HAM UE yang ditetapkan pada [/ Charter of Human Rights,
Pragam HAM tersebut memuat standar HAM yang harus dipenuhi oleh negara
anggota Uni Eropa, yang berisikan mengenai™;

1. Kebehasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan

kebebasan berkumpul .

 fahn MeCormick, Op.eit,
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AW

Hak setiap warga negara untuk pendidikan (termasuk gratis biaya pendidikan
wejib/dasar), hak untuk properti dan tempat tinggal, kesetaraan di hadapan
hukum, hak untuk akses terhadap jaminan sosial dan kesehatan, kebebasan
untuk melakukan perpindahan di dalam UE, dan hak untuk pengadilan yang
terbuka dan adil.

. Larangan untuk hukuman mati, penyiksaan, kloning manusia, perbudakan, dan

[¥¥]

buruh anak-anak.
4. Hak bagi pekerja untuk memiliki serikat/perkumpulan dan perlindungan dari
pemutusan kerja sepihak.

Untuk upaya yang dilakukan pemerintah Turki dalam bidang HAM, akan
dilihat dari standar HAM UE berdasarkan /<{/ (’;'rar(er of Human Rights, seperti
yang telah dipaparkan diatas, Dari keempat standar HAM tersebut, tiga poin
diantaranya telah dipenuhi, atau telah diatur regulasinya oleh Turki. Penjabaran
dari masing-masing upaya reformasi HAM Turk: sesuai piagam HAM UE adalah
sebaval berikuot
1. Kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan berekspresi,

dan kebebasan berkumpul

Untuk kategori standar HAM yang pertama ini, pemernintah Turki telah
melakukar reformasi dibawah amandemen konstitusi yang dilakukan TGNA
pada tahun 2001, Pada amandemen tahap ini, Turki mengamandemen sebanyak
34 artikel, vyang diantaranya mengatur mengenai aspek  sosial dan
kemasyarakatan.

Isu HAM yang termasuk dalam amandemen tahap ini adalah’ | -

» Kehebasan untuk berpendapat, berekspresi, dan privacy

« Kcbebasan untuk berserikat/berkumpul, termasuk jupa untuk pegawai negeri
» Meningkatkan persamaan gender

+ Permohonan mengenai pengecualian hukuman mati

Le>h jauh mengenai kebebasan berpendapat, upaya perbaikannya berkaitan
dengan Pasal 301 KUHP Turkt yang menyatakan bahwa penghinaan bagi
jatidini/negara Turki dapat dikenakan hukuman. UE melihat ist pasal mi
bermasalah dan menyentuh 1su HAM dalam bidang kebebasan berpendapat

karena dapat menghukum siapa saja yang memberikan opini atau pendapat

Ersin Kalaveogly, Loc.cd
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terhadap pegara Turke atau pemerintah Turki. Menyangkut hal imi, pemerintah
telah menewapkan bahwa scgala opini yang tidak terbukti atau tidak ditujukan
untuk menghina pemerintah atau jatidirs Turks, tidak dapat dyjatuhi hukuman.

Selain amandemen terhadap konstitusi, pada tahun 2001 pemerintah Turki
melalu’ TGNA mengadopsi Civil Code yang didalamnya mengatur mengenai
hak-hak untuk perempuan dan anak-anak, mengeluarkan peraturan baru untuk

institusi dan praktek-praktek hukum Turki. ™

Dari reformasi-reformas: yang dilakukan pemerintah Turki ini terlihat bahwa

standar HAM terhadap kebebasan berpendapat,

kebebasan beragama,
kebebasan  bereksprest,

dan  kebebasan berkumpul sudah  dipenubi oleh

pemerintah Turki.
2. Hak untuak pendidikan, hak vntuk tempat tinggal, hak terhadap akses
jaminan sosial dan keséhatan, kebebasan melakukan perpindahan dalam

kawasan UE, dan hxk terhadap kesetaraan hukum dan pengadilan yang
adil.

Untuk tsu hak untuk mendapatkan pendidikan, menyangkut jflga isu mengenai
tarangan menggunaken jilbab di institusi publik milik pemerintah, serta
universitas dan sekolah negeri. Peraturan yang diciptakan sejak sebelum AKP
berkuasa ini, dianggap menghambat hak warga negara untuk mendapatkan
pendidikan. Ide sekular Turki ini dapat menghambat jalan Turki menuju
keanggotaan UE, oleh karena itu pemer:ntahan AKP berusaha melakukan
upaya dengan menarik larangan berjilbab, khususnya di universitas negeii
meskipun mendapatkan tentangan dari pthak sekular. Upaya pemerintah AKP
didukung parlemen dengan menyetujui penarikan larangan tersebut.”
Lebih ;auh mengenai isu hak untuk pendidikan, Perdana Menteri Erdogan juga
mengusulkan peraturan yang menyamakan sekolah sekular dengan sekolah

Islam.%® Selain itu, pemerintah juga sudah mencabut larangan menggunakan

bahasa non-Turki sebagar bahasa pengantar di sekolah-sekolah.

* Ibid,
" Akbar Muzakki, Loc.cit.
* hup:/fabuazzam.wordpress.com/2007/10/1 8/sebuah-model-dari-turki/.
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Amandemen konsnmsi TGNA pada tahun 2902, mengamandemsn beberapa
pasal yang dianmr.a-nya sesuat dengan standar HAM UE nomor dua ini
Ciantaranya yaitu membuat regulasi yang memungkinkan warga non-Mushm
untuk membel: tempat tinggal.

Mengenai hak terhadap kesetaraan hukum dan pengadilan yang adil,
pemenintah Turki telah melakukan beberapa upaya perbaikan, Pemerintah telah
men:tapkan pembatasan waktu pemeriksaan oleh polisi, reformast sistem
pen;ara dengan membuat prosedur baru untuk institusi pengadilan, dan
membuat ketentuan untuk pengadilan ulang bagi mereka yang diyakini
melukukan pelanggaran terhadap peraturan HAM UE yang terdapat pada
Furopean Court of Human Righis.*' Salah satu amandemen yang terdapat pada
program amandemen konstitusi 2001 oleh TGNA juga mengatur mengenai

pengadilan yang adil:

. Larangan terhadzp hukuman mati, penyiksaan, kloning manusia,

perbudakan, dan buruh anak-anak

Berkaitan dengan standar HAM tini, upaya yang dilakukan pemerintah Turki
adalah mengenai penghapusan hukuman mati dan penyiksaan di penjara. Salah
satu pasal dalam program amandemen konsitusi tahun 2002 oleh TGNA adalah
mengenai penghapusan hukuman mati dan dibuatnya regulasi untuk melarang
penyiksaan di nemjara. Kedua scktor tersebut terdapat dalam paket reformasi
hak azasi manusia di Turki yang disahkan oleh parlemen pada tahun 2002
dalam rangka menyclaraskan dengan persyaratan UE.%

Dari pendekatan Konstruktivisme yang menyatakan bahwa sesuatu terbentuk
karena adanya suatu. kesamaan-kesamaan, Unt Eropa merupakan perwujudan
dar1 teor tersebut. Uni Eropa memiliki kesamaan visi, identitas, dan nilai-nilai
yang dianut bersama. Salah satu nilai utama UE adalah dianutnya demokrast
dan HAM bagi seluruh negara anggota. UE mensyaratkan penegakan
demokrasi dan HAM bagi suatu negara yang ingin bergabung menjadi anggota
UE, tidak terkecuali Turki.

' Ersin Kalayciogiu, Loc.cit.

> Uni Eropa Menyambut Turki. Loe.cir.
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Dengan nilai yang dianutnya terschut UE ingin menyebarfuaskan paham
deinokrasi dan peneéakan HAM bagi negara-negara anggotanya. Olch karena
itu, Turki disyaratkan untuk memperbaiki unsur demokrasi di negaranya, dan
jugn memperbaiki sektor-sektor HAM. Upaya Turki dengan melakukan
sejumlah langkah reformasi adalah untuk memajukan unsur demokrasi dalam
kehidupan konegaraan Turki, serta untuk memperbaiki sektor HAM pada

kehidupan warga negara Turki.

3.2 Tantangan yang Dihadapi Pemerintah Turki

Dalam upayanya melakukan proses demokratisasi dan reformasi,
pemerintah Turki menghadapt tantangan yang bersifat internal maupun eksternal.
Tantangan internal berasal dari dalam negeri Turki sendiri. Sementara tantangan
eksternal berasal dari luar Turki Tantangan yang dihadapi pemerintah Turki
disebabkan oleh berbagai hal, termasuk dari kalangan UE seadiri, TFerhadap
tantangan tersebut, bila tidak diantisipasi dengan baik oleh Turki, dapat

mengganjal langkah negara itu untuk dapat bergabung secara resmi dengan UE,

3.2.1 Tantangan Internal

‘Tantangan internal yang dihadapi pemerintah Turki dalam upaya menuju
keanggotaan Turki adalah berasal dari kelompok sekular dan militer. Kelompok
sekular menentang upaya reformasi yang dilakukan pemerintah Turki, di bawah
kekuasaan pemerintahan AKP. Sekularis beranggapan bahwa, sesuai deng.lan akar
partar tersebut, AKP berniat menjadikan Turki sebagai negara Islam dan
meninggalkan sekularisme yang telah dianut sejak masa Attaturk. Padahal yang
sesungguhnya adalah, yang dilakukan oleh pemerintahan AKP adalah reformasi
dan demokratisasi yang sejalan dengan ketentuan-ketentuan UE.

Militer Turki, yang dianggap sebagal penjaga sekularisme di Turki pernah
mengancam akan membubarkan AKP karena dianggap sebagai pusat dari kegiafan
anti-sekular di Turki. Hal im menjadi perhatian besar dari UE, mengingat kuatnya
pengaruh militer tidak mencerminkan kehidupan kenegaraan yang demokratis,

Tetapi pada akhirnya, mengingat besarnya tekanan dari UE atas keinginan Turki
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menjadi ¢nggota UE., Mahkamah Ronstitust Turki memutuskan tidak jadi

membubarkan partai AKP.

3.2.2 Tantangan Eksternal

Tantangan cksternal yang dihadapr pemenintah Turki dalam miembawa
negaranys menjadi bagan dari UE berasal dari organisast UE itu sendiri, baik dari
negara anggota maupun dari ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh UE.
Tantangan ‘erutama diterima Turki dani Austria, yang menyatakan secara terang-
terangan bahwa Turki sebaiknya dimasukkan dalam skema kemitraan khusus,
tigak menjadi anggota penun UE. Sama halnya dengan Austria, Perancis juga
menclak rencana bergabungnya Turki Nepara-negara anggota UE yang menolak
rencana penggabungan Turki menggunakan alasan bahwa Turki adalah negara
yvang wilayahnya terlalu luas, ekononunya terlalu miskin, dan latar belakang
budavanya terlalu heterogen. Faktor-faktor tersebut diyakini dapat mengubah
keseimbangan di datam UE, serta dapat mempengaruhi masa depan UE ™

Selain itu, persoalan agama Islam sebagar agama mayoritas, jumlah
penduduk yang besar, serta kemampuan migrasi warga Turki ke negara-negara
Eropa, juga menjadi kztakutan tersendiri bagt warga negara anggota UE. Austria
dan Perancis menggunakan dalik melakukan referendum untuk mengakamodasi
pendapat warganya atas rencana bergabungnya Turki, terhadap kekhawatiran atas
isu-isu tersebut, i

Isu-isu vang muncul atas rencana masuknya Turki ke keanggotaan UE,
merupakan langkah UE untuk merespon keinginan sebagian negara anggotanya
untuk menunda masukaya Turki dalam keanggotaan UE. Negara-negara yang
menginginkan penvndaan beralasan bahwa UE perlu untuk memperbaiki kondisi
internalnya terlebih dahulu seperti permasalahan konstitusi UE dan ketimpangan

keacdaan ekonomi antar negara anggota UE sendiri.®

3 EU Parliaments Slams Turkey's Slow Refarm. Loe.cit.
¥ Qelungkah Lagi ke Reluhan Eropa. Loc.cit.
8% Keanapotaan Turki di Lini Eropa Dittnede.
hup:A www.sinarharapan.co.idAeritaf06 1 2/1 2/1nal3 himl
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Support For Turkey
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Tantangan terberat yang dihadapr Turkt dari UE adalah mengenai isu
Siprus. Berkawan dengan isu Siprus i, UL menunda pembahasan negostasi
dengan Turki yang telah berjalan selama satu tahun pada tanggal 14-15 Desember

H6

2006 yang lalu.™ Salah satu pembahasan yang ditunda adalah berkaitan dengan
rencanz penerimaan Turki yang tidak dapat dilanjutkan, bila Turki masih tidak
mau mengakut Siprus bagian Yunani yang telah merjadi anggota UE tahun 2004.

UE mendesak Turk: untuk mensakur Republik Siprus dengan mematuhi
perjaljian antara UE dan Turki pada tahun 2005. Salah satu perdcbatan panjang

Turk: dan UE adalah sikap Turki yang tidak rnau mematuhi perjanjian dan tidak

mau mengakui pemerintahan Siprus bagian Yunani. Perjanjian tersebut antara lain

mengatakan bahwa Turkn harus mcn‘:irik pasukannya yang menduduki bagian
utara pulau Siprus, mencabut embargo kapal-kapal dan pesawat Siprus, Turki
wajib membuka semua pelabuhan dan bandar udaranya kepada 10 anggota baru
UE di tahun 2004 termasuk Siprus, dan menyelesaikan sengketa Siprué dalam
kerangka PBB."’

\' Hhidd.
¥ bid,
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Menanggapi syarat UE tersebut, pemenmtah Turki meminta UE untuk
terlebih dahulu mengakhiri blokade ckonomi kepada penduduk Siprus keturunan
Turki dan pemerintah Turki bernegosiast dengan meminta Republik Siprus-Turki
yang tidak pernah diakui masyarakal mtermnasional dapat pula berhubungan
dagang langsung dengan Uni Eropa melaln pelabuhan Famagusta. Selain itu, juga
harus diizinkan penerbangan langsung dari bandara Ercan di Siprus Utara.™
Tujuan dan permintaar_l ini ialah harapan akan mengundang datangnya wisatawan
ke wilayah utara atay’ Siprus-Turki untuk peningkatan ekonomi negara Siprus-
Turki. Turki mengisyaratkan pengakuannya pada Siprus baru bisa dilaksanakan
kalau bazt pulau ini bisa dibentuk pemerintahan persatuan nasional dan kedua
wilayah negara yang terpisah disatukan kembali.

Persoalan pengakuan kedaulatan terhadap Siprus-Yunani merupakan hal
yang sensitif bagi Turki. Oleh karena itu, untuk mematuhi Perjanjian Ankara yang
salah satunya membuka bea cukai dengan membuka pelabuhannya terhadap
Siprus, berarti secara tidak langsung Turki telah mengakui kedaulatan Siprus. Hal
i yang masih menjadi keberatan di pihak Tu.:rki. UE mendesak Turki segera
menvelesaitkan isu Siprus ini bila Turk: masth ingin bergabung dengan UE. UE
telah menyatakan bahwa penyelesatan Turki terhadap isu Siprus tidak menjadi
prasvarat untuk keanggotaan Turki pada UE, tetapi jelas menjadi prasyarat untuk

melanjutkan negosiasi keanggotaan dengan UE.

*% JIohan Huizinga, Komisi Eropa Bersikap Lunak Terhadap Turki.
http://www.ranesi.nl/arsipakiva/eropa/Komisi_Eropa_Lunak061109.
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PENILAIAN UNT EROPA TERHADAP PEMENUHAN KRITERIA
POLITIK PADA COPENHAGEN CRITERIA OLEH TURKI

Pada tahun 2004, Komisi Eropa mengeluarkan rekomendasi
(Recommendation of the Furopean Commission on Turkey's Progress Towards
Acvcession) yang ditujukan kepada Dewan Eropa dan Parlemen Eropa yang
menyatakan bahwa Turki telah berhasil memenuhi knteria pohti% dalam
Copenhagen ( 'n'ten'a‘“r.’ Pernyataan dalam rekomendas: tersebut memperkuat
pernyataan pada sidang Dewan Eropa di L.uksemburg tahun 1997 dan di Helsinski
tahun 1999 bahwa Turki memenuhi syarat untuk melakukan proses aksesi dengan
Uni Eropa (UE) dan Turki dinyatakan sebagal negara kandidat yang setara dengan
negara kandidat lainnya. ™ Berkaitan dengan penilaian tersebut, UE memutuskan
bahwa Turki dapat memulai untuk melakukan negosiasi keanggotaan dengan UE,
yang akan dilakukan pada Okiober 2008

Bab int akan membahas dan menganalisa mengenai penilaian UE terhadap
proses aksesi Turki, yang dilithat darl upaya-upaya atau langkah-langkah reformasi
yang dilakukan pemerintah Turki dalam memenuhi kriteria pertama Copenhagen
Criteria, dalam rangka menyesuaikan keadaan negaranya agar selaras dengan
yang disyaratkan oleh UE. Penilaian UE terhadap upaya Turki tersebut akan
dilihat dari Progress Report yang dikelvarkan oleh Komisi Eropa. Setiap tahun
Komist Eropa mengeluarkan Progress Report yang berisikan mengenai laporan
detail kemajuan terhadap upaya yang dilakukan pemerintah Turki dalam rangka
proses aksesi menuju keanggotaan Turki pada organisasi sv;pranasional tersebut.

Progress Report yang akan dianalisa dalam penelitian int dimulai dari
Turkey 2003 Progress Report sampai dengan yang terakhir yaitu Turkey 2009
Progress Report. Alasan pemilihan laporan yang dimulai pada tahun 2005 adalah
dimulainya proses negosiasi keanggotaan antara Turki dan UE pada tahun 2005
menyusul penetapan oleh UE tahun 2004 bahwa Turki telah berhasil memenuhi
kriteria pohitik pada Copenduegen Criteria. Sehubungan dengan hal tersebut, maka
analisa mengenai lapo;z;n kemajuan Turki dapat dilihat dari tahun 2005 sejalan

dengan proses negosiasi yang berjalan,

¥ Turkey: the Commission Recommends Opening Accession Negotiations. Loc.cit.
* httn:/fwww.auswaertiges-amt.de/diplo/er/Eurnpa/Erweiterung/Tucrkei.him).
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4.1 Tarkey 2005 Pro#ress Report’!
4.1.1 Demokrasi dan P:megakan Hukum

Penilaian dalam sub-bab demokrasi dan penegakan hukum pada laporan
talun 2005 ini terdiri dar penilaian terhadap sektor pemerintzhan termasuk
parfemen, administrasi publik, hubungan antara sipil dan militer, sistem peradilan,
dan kebijakan mengenai korupsi.

Sejak tahun 2002 pemerintahan AKP / Justice and Development Party yang
dipimpin oleh Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan telah menjadikan
reformasi politik dalam rangka menuju keanggotaan UE sebagai agenda utama
dalam pemerintahan, Agenda reformasi tersebut juga didukung penuh oleh partai
oposisi utama CHP / Repubfican’'s People Party. Pemerintah Turki mulai
menjalankan dan mengimplementasikan berbagai program reformasi untuk
menjadikan Turki sejajar dengan standar-standar UE. Implementasi dari program
reformasi diawasi olch Reform Monitoring Group. .

Berkaitan dengan pembuatan undang-undang bar;a yang diperuntukkan
untuk proses reformasi, pada progress report tahun 2005, pemerintah Turki
tercatat telah menciptakan atau mengamandemen beberapa undang-undang
sebugai berikut;

1. the Law on the Establishment of Duties and Powers of the Ordinary Courts of
First Instance and Regional Courts of Appeal (Oktober 2004)

2. the Law Amending the Code of Civil Procedures (Oktober 2004)

3. the Law on Associations (November 2004}

4. the Law on the Enforcement of Sentences ond Security Measures (Desember
2004) :

5. ihe Law amending some of the articles of the New Turkish Penal Code (Maret
2005)

6. ‘he Law on the Implementation of the Code of Criminal Procedure (Maret
2095) '

7. the Law on Misdemeanonrs (Maret 2005)

8. the Law Amending the Law on the Enforcement and Implementation
Procedure of the Code of Criminal Procedure (Me1 2005)

"I furkey 2005 Progress Report
http:/ice.curopa.cw/enlargement/archives/pdi/key _documents/2005/package/sce 1426_tinal_progr
ess_reporl 1 _enpdf,
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9. the Law Amending the Law on the Inforcement and Implementaiion
Procedure of the Turkish Penal Code (Mei 2005)

t0. the Law amending the Law on Iinforcement of Sentences (Jum 2005)

11. the Law amending the Law on Jjudicial Records (Juni 2005)

12. the Law amendingihe Code of Criminal Procedure (Juni 2005)

Dalam tataran iﬁgtitusi pemerintahan, penilaian juga dikenakan kepada
beberapa wnstitusi. The F U Harmonisarion { ommitice tetap menjalankan perannya
dengan memonitor pembuatan regulas: atau undang-undang yang sesuai dengan
standardisasi UE. The Parliamentary Hhuonan Riglis Investiganon Committee juga
dinilat tetap berkomitmen dalam  pengawasan tindakan pelanggaran HAM
meskipun dinifar tidak terhbat dalam legislas)i. Berkaitan dengan’ HAM,
pemerintah telah membentuk Commitiee on Violence Agamsie Women and
Children.

Dalam bidang pemerintahan, pemerintah Turki telah melakukan beberapa
pembtuatan vndang-undang baru, antara lain vaitu the Law on Municipalitics and
the Law on Special Provincial Administrations, Pembuatan legislasi ini bertujuan
untuk m-mperkuat kapasitas pemerintah lokal dalam menghadap: arus urbanisast
dan perpindahan warga dari kawasan pinggiran kota. Untuk keperluan ini
ketentuan tersebut memperkenalkan konsep manajemen publik modem untuk
menjalznkan sistem pemerintahan lokal yang efisien dan transparan. Selain kedua
produk hukum itu, ada pula The Law on Association of Local Governments dan
the Law on Mctropolitan Municipalitics yang memberikan dasar bagi reformasi
peme: intahan lokal.

Reformasi dalam bidang pemerintahan lokal ni memperbaiki sektor
strategic planning dan emergency planning, dasar anggaran keuangan, dasar
pengaturan dana pinjaman, laporan tahunan, serta komisi pengaudit. Pada tahun
laporan ini juga tclah dibentuk Dewan Kota untuk melayam partisipasi dan
konsultasi publik.

Untuk hubungan antara sipil dan militer, pemerintah Turki melakukan
reformasi dengan merubah struktur Dewan Keamanan Nasional (DKN). Sesuai
dengan tuntutan UE, Turki mengurangi dommnasi militer dengan memasukkan
sipil sebagai Sekretaris Jenderal DKN, dan pada tahun 2004 DKN mengadakan
konvensi pertama kali dibawah kepemimpinan sipil. Struktur instifusi juga

mengalami perubahan menjadi 7 anggota sipil dan 5 anggota militer.
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Untuk pertahanan dan keamanan, pemenntah merumuskan National 'Secnrity
Policy Document (NSPD), dokumen vang berisikan identifikast mengenat
ancaman ‘erhiad:ip keamanan nasional dan strategi nasional.

Progress report tahun 2005 ini menegaskan bahwa Turki telah serius
memperbaiki hubungan antara sipil dan milter sejak tahun 2002. Pihak muiliter
tetap fokus pada scktor militer, dan sipl tclah menjalankan perannya sebagal
pengawas DKN, khususnya mengenai strategt dan kebijakan terhadap k_eamanan
nasional Turki.

Sistem peradilan Turki juga mengalami peningkatan pasca dilakukannya
reformasi pada sektor hukum dan peradilan di Turki. Berbagai regulasi yang
berkaitan dengan sisterm1 peradilan telah dibentuk atau diamandemen, seperti the
Penal Code, the Code of Criminal Procedure, the Law on I'nforcement of
Sentences, dan the Law on the Esiablishment of the Regional Caurts of Appeal.
Secara umum, undang-undang terscbut mengadopsi standar pada Uni Eropa yang
umumnya dipergunakan pada negara-negara anggota. Selain undang-undang
tersetut, beberapa regulasi juga diciptakan, yaitu a Regulation on Judicial and
Preventive Search, a Regnlation on the [hudicial Police, dan a Revised Regulation
on Apprehension, Detention. and Statement Taking, yang semuanya berlaku
etektif pada 1 Juni 2005,

Pengadopsian the Code of Criminal Procedure yang baru membawa
perubahan signifikan bagi sistem peradilan Turki. Dt bawah undang-undang itu,
peradilan Turki mempunyai konscp baru pada sistem pengujian saksi pada
persidangan, yang sebelumnya belum pernah ada pada peradilan Turki. ‘Undang-
undang juga mengatur peranan perangkat peradilan seperti ;hakim, jaksa, penuntut,
dan lainnya, yang juga telah menerima pelatihan untuk undang-undang baru
tersebut. Dt bawah Code of Criminal Procedure yang baru ini juga diatur
mengenai penyediaan penerjemah bagi tersangka dan saksi yang tidak dapat
berbahasa Turki dalam kasus peradilan,

The Law on Enforcement of Sentences, yang berlaku efektif pada 1 Juli
2005, menggantikan beberapa regulasi yang pemah ada mengenai penegakan
hukum (enforcement qf senfences). Regulasi yang baru imi sesuai dengan standar
UE dan sudah mengatur mengenai hak dan kewajiban tahanan, peraturan di dalam

penjara, serta rehabilitast dan reintegrasi untuk pelaku kejahatan.
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Sementara itu, the Law on the Istablishment of the Regional Courts of Appeal
berfungst untuk mengembalikan fungsi Ceurt of Cassation untuk pendsmpingan
kepada tingkat pengadilan yang lebih rendah.

Mengenai kebijakan anti kerupsi, laporan tahun 2005 ini menilai bahwa
telah tcrdapat kemajuan bagi penanganan korupsi di Turki meskipun beberapa
riset membuktikan bahwa korupsi masih menjadi permasalahan serius di Turki.
Penal Code yang baru memberikan hukuman yang lebih berat bagi pelaku
korupsi. Regulasi ini juga mengatur ketentuan mengenal peiaku korupsi bagi
pejabat publik dan kasus kcrupsi bagi kasus pengadaan barang bagi instansi
publik. Sementara itu, untuk meningkatkan transparansi pada pemerintahan, pada
tahun 2003 telah diciptakan the Law on Access (o Information,

Pada tahun 2005, Turki membentuk dua komisi di parlemen yang khusus
menangan kasus korupsi mengenai penyeiundupan bahan bakar dan iflegal public
offering. Pemernintah juga membentuk The Fthical Board for Public Servants
untuk menjadi supervisi terhdap institusi publik. Terkait penanganan korupsi,
laporan tahun 2GO05 ini juga menilai bahwa imunitas dan parlemen masih
merupakan hal serius mengenai penanggulangan korups: di Turki. Hal tersebut
disebabkan oleh tidak adanya audit terhadap keuangan pdrtai-partar polittk yang
menduduki parlemen.

Secara keseluruhan Progress Report tahun 2005 mengenai kebijakan anti
korupsi meﬁgatakan bahwa efisiensi dan kefektifan dari pemerintah terhadap
penanganan korupsi masih menjadi perhatian dari UE. Implementasi dari regulasi-
regulasi yang diciptakan, dan koordinasi antara institusi terkait masih [emah.
Lapcran menyarankan bahwa institusi yang menanganani korupsi harus diperkuat
dan pemeriksaan berkala sangat diperlukan untuk meningkatkan ‘.:indakan

pemberantasan korupsi.
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4,12  Hak Azasi Manusia dan Perlindungan Terhedap Minoritas
4.1.2.1 Penyesuaian Terhadap Regulast HAM Internasional

Untuk penyesuaian regulasi T'urki terhadap regulasi HAM internasional,
laporan menyebutkan bahwa Turki telah membuat kemajuan, khususnya dalam
mengadopsi hukum-hukum HAM internasional ke dalam hukum nasional Turki.
Pada tahun 2004, pemerintah Turky telah meratifikasi the Furopean Agreement
Relating to Persons Pariicipating in Proceeding of the Furopean Courts of
Human Rights pada Oktober 2004 dan Protocol No i3 1o the European
Convention on Human Rights (concerning the abolition of the death penalty) pada
Oktober 2005. Selain itu pemerintah Turk! telah menandatangani Profocol No. 14
10 the Ewropean Convention on Human Rights,| the Revised 1996 European Social
Charter, dan the Gpiional Protocol 1o the UN Convention against Torture pada
September 2005. Pada Januari 2005 pemerintah resmi mengimplementasikan The
International Convention on the Proteciion of the Rights ofl All Migrant Workers.

Dalam laporan juga dinilai bahwa Turki mengalami kemajuan dalam
mengeksekusi/melaksarakan hukuman dari Ewropean Court of Human Rights
(ECtHR). Sejak Oktobsr 2004, ECtHR melaporkan bahwa Turki terbukti telah
melakukan pelanggaran terhadap Furopean Convention on Human Rights
(ECHR). Permasalahan yang dihadapi Turki adalah kurangnya kerjasama antara
pemzrintah Turki dengan ECtHR dalam menginvestigasi dan menyelesaian kasus-
kasus pelanggaran HAM. The Human Rights Presidency tetap menjalankan
tugasnya dengan menyediakan pelatihan mengenai isu-isu HAM dan memproses
laporan beberapa kasus pelanggaran HAM. Institusi lainnya yaitu The
Parliamentary Human Rights [Investigation Commiitee ‘tetap menjalankan
fungsinya dengan mengumpulkan informasi dan bukti-bukti atas kasus-kasus

pelanggaran HAM high-profilc.
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-4
4.1.2 2 Hak-hak Sipil dan Politik

Sehubungan dengan isu torture and ill-treatment, pemenintah telah
memperkuat regulasi untuk mencegah terjadinya penyiksaan di penjara dan
perlakuan terhadap tahanan yang saku, yaitu dengan diberlakukannva 7The New
Penal Code dan The New Code of Crinnnal Procedure. Pemenintah Turki juga
telah menandatangam Optional Protocol 1o the UN Convention against Torture.
" Protokol tersebut memberikan aturan untuk kunjungan reguler terhadap tempat
tahanan oleh perwakilan dari institusi terkait vang independen,

Schubungan dengan implementasinva, praktik berbeda-beda terhadap
keseluruhan kondisi terhadap penjara-penjara Vurki, tetapi laporan darni L.SM lokal
mengatakan bahwa penyiksaan di penjara berkurang dan periakuan terhadap
tahanan vang sukit seimakin membaik. 1al tersebut dibuktikan darn semakin
berkurangnya laporan dan penggunaan formulic laporan kasus torniere and ili-
freaiment, .

Untuk 1su prison  system. upaya perbatkan dnandai dengan
diberlaki kannya the new Law on the Fxecntion of Sentences pada Desember
2004, Undang-undang tni memberikan aturan baru mengenai la_vanar; kepada
masyarakat dan masa percobaan. Selam itu, beberapa upaya rehabilitasi dan
kegiatan-kegiatan kebudayaan, sosial, dan pendidikan telah dilaksanakan di dalam
penjara. Mengenai kondisi penjara di Turki, [aporan menyebutkan telah terjadi
perbaikan pada beberapa tahun terakhir, meskipun juga harus diperhatikan bahwa
masil. terdapat beberapa penjara di seluruh penjuru Turki yang melebihi kapasitas.
Dan yang masih han;s dibenahi adalah struktur dan admimistrasi penjara.
Menioring  hoards, yang bertugas memantau kondisi keschatan, kelayakan,
pendidikan, dan rehabilitasi penjara terus melaksanakan fungsinya dengan telah
mengunjungi 419 penjara di seluruh Turki pada periode Oktober 2004 dan Met
2005,

Terhadap isu kebebasan berekspresi, pemerintah mulai memperbaiki
situast regulasi terhadap warga negara yang menyatakan opininya, khususnya
yang tidak bertujuan untuk menghina negara Turki. Berkaitan dengan isu ini,
pemerintah mulai memberlakukan amandemen dari rie New Penal Code pada Mei

-

2005. Regulasi .ni mengatur perbaikan terhadap aturan-aturan mengenai

i
1

kebebasan berekspresi.
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Amandemen menyebutkan, ekspresi atau opint yang bertujuan untuk memberikan
informast dan memberikan kritikan tidak daput dipatuhi hukuman.

Berlawanan dengan amandemen New  Penal Code yang mulai
diberlakukan, laporan ini menilai bahwu pada tahun 2005 Turk: masih niengadili
individu yang opmmmya dianggap bertuyjuan untuk menghina jatidiri. Turka
Tindakan terscbut didasari pada artikel 301 yang menyatakan bahwa opini yang
menghina jatidin Turki dapat dikenakan hukuman. UE merekomendasikan Turki
untuk segera mengamandemen artikel 301 terssbut untuk memperbaiki 1su HAM
mengenl kebebasan berekspresi.

Mengenal isu kebebasan berkumpul (freedom of association), the new
Law or Associations cfektif diberlakukan pada November 2004. Regulasi ini
membatasi intervensi pemerintah pada perkvmpulan dan akufilasnya. Hal ini
mengahibatkan mcningkul;wu kuialitas  komunitas-komunitas sspil di Turki
Dibawah regulasi ini pula, komunitas dapat menerima dana dan lembaga-lembaga
donor dan internasional tanpa perlu mengajukan izin pada pemerintah pusat.
Beberapa komunitas yang berdasarkan kesukuan, agama, etmis, golongan
minoritas, dan golongan-golongan tertentu, sudah diizinkan dan diakui oleh
bemerimah‘

Tetapi dilain pihak, implementas: dari the new law on Associations
masih belum konsisten dan seragam dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh, di
beberapa daerah, masih ada LSM-LSM lokal yang diharuskan untuk melapor
kepada badan asosiasi sctempat bia ingin  melakukan kegiatan-kegiatan
kebudayaan, panel, dan farnnya, meskipun hal tersebut sudah tidak lagi diharuskan
dalam the new Law on Associations.

Mengenai isu kebebasan beragama, laporan mengatakan hanya terdapat
sedikit kemajuan, baik dalam hal regulast dan implementasi. Berlawanait dengan
regulasi baru yang mengatur kebebasan berekspresi, masih terdapat pelarangan
terhadap komunitas-komuritas religius tertentu untuk membentuk perkumpulan.
Warga -egara non-mushim juga masih menghadapi beberapa kesulitan sepert:
tidak adanya aturan legal terhadap mereka, pelarangan untuk kepemilikan hak
properti, intervensi terhadap komunitas, dan larangan terhadap pelatihan

kependetaan,
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Dilain sisi, pemerintah Turki terus berupaya untuk memperbaiki isu
kebebasan beragama. Pemerintah memastikan bahwa tempat ibadah untuk agama
fain selain Masjid dapat didirikan. Pada Oktober 2004, synagog utama di ibukota
Turk' molai dibuka kembali pasca peristiwa pengeboman dan peresmiannya
dihadiri « leh Perdana Menteri Erdogan. Pada tahun 2005, gereja Protestan
mendapathkan izin pendirian sebagai tempat ibadah dan sebagal tempat z;sosiasi.
Pada Desember 2004 pemerintah mendirikan suatu tempat yang disebut the

garden of religion, yang didatamnya terdapat mas)id, gereja, dan synagog.

4.1.2.3 Hak-hak Ekonomi dan Sosial

Menyangkut hak-hak perempuan, laporan tahun 2005 ini menyatakan
hanya :erdapat sedikit kemajuan Hagi 1su ini. lsu mengenai hak-hak perempuan
yéng masih menjadi perhatian adalah mengenai kekerasan dalum rumah tangga,
tingkat buta huruf, dan keterwakilan ycng rendah pada parlemen, institusi publik,
dan pasar tenaga kerja. Kemajuan positif dari pemerintah adalah diberlakukannya
the Law [Establishing the Directorate CGencral for the Status and Problems of
Womer pada November 2004. Pada tahun 2005, pemerintah bekerja sama dengan
United Narions Population Fund meluncurkan kampanye nasional mengenai
kekerasan terhadap perempuan,

Beberapa iastitusi telah dibentuk berkaitan dengan hak-hak terhadap
perempuan, Pada Agustus 2005 dibentuk Advisory Board on the Status of ;Vomen,
dewan tersebutl akan menyediakan saran bagt perencanaan dan implementasi atas
kebijakan negara terhadap status perempuan. Pemerintah juga membentuk A
Parlianientary: Commitice on Women's Right and Gender FEquality dan a
Committee on Violence against Women and Children, yang fokus pada
pencegahan honour killings.

Dalam  kesetaraan  gender, perempuan masih  terpinggirkan
kedudukannya. Diskriminas: yang dialami perempuan disebabkan oleh re?xdahnya
tingkat pendidikan dan tingkat buta huruf yang tinggi (20% perempuan Turki
masih buta huruf). Dalam lapangan pekerjaan, penyerapan tenaga kerja
perempuan hanya sekitar.25,4% dan merupakan yang terendah di antara negara
anggote Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).
Umumnya perempuan bekerja dalam sektor informal dan tidak dilindunéi oleh

jaminan sosial,
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Dilain sisi, persentase perempuan pada pekerjaan profesional terbilang tinggi
yaitu 30% warga negara perempuan berprofesi sebagai pengacara, akademisi, dan
dokte . Pada Juli 2005, untuk pertama kalinya perempuan terpilih sebagai
presiden dari Constitutional Court.

Mengenai hak-hak 2nak, perhatian utama adalah pendidikan dan buruh
anak. Hak untuk mendapatkan pendidikan bagi anak-anak, khususnya perempuan,
tidak dijalankan pada beberapa daerah. Pada isu buruh anak, meskipun secara
jelas telah dinyatakan pelarangan menggunakan buruh anak-anak dibawah 15
tahun pada Turkish Lobour Law, masih terdapat beberapa kekurangan pada
aplikas: dari regulasi tersebut. Pemermtah menetapkan a new Law on the
Protection of Children pada Julh 2005, Regulas: tersebut mengatur untuk pertama
kalinya kerangka legal bagi perlindungan hak-hak anak dan bagi anak-anak yang

terlibat kasus hukum. .. .

4.1.2.4 Hak Kebudayaan dan Hak-hak serta Perlindungan Terhadap Minoritas

Turkey 2005 Progress Report mengatakan bahwa kebijakan Turki:
terhaaap hak minoritas masih belum mengalami perubahan dari laporan tahun
sebeluninya. Pemerintah Turki masih belum menandatangant the Council of
Furope I'ramewaork Convention for the Protectior. of National Minorities dan the
Furepean Charter for Regional or Minority Languages. Pada Janua-.;i 2003,
Gubernur di bawah Departemen Dalam Negeri mengambil alih. fungsi
perlindungan terhadap hak-hak minoritas’komunitas non-Muslim, seperti
kesehatan, sosial, kebudayaan, dan pendidikan.

Mengenai hak kebudayaan, laporan iuga mengatakan kemajuan yang
dijalani belum banyak berbeda dari tahun sebelumnya. Penyiaran menggunakan
bahara aon-Turki sudah mulai dilaksanakan, tetapi untuk pendidikan pengzgunaan
bahasa non-Turki masth mengalami hambatan, Turki diharapkan merevisi artike!
42 dari konstitusinya yang melarang penggunaan bahasa selain bahasa Turki

sebagai bahasa pengantar pada sekolah-sekolah.
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4.2 Turkey 2006 Progress Report""
4.2.1 Demokrasi dan Penegakan Hukum

Penilaian dalam sub-bab demokrast dan penegakan hukum pada laporan
tahun 2006 int terdiri dari penilaian terhadap sektor pemenntahan termasuk
parlemen, administrasi publik, hubungan antara sipil dan militer, sistem peradilan,
dan kebijakan mengenar korupsi.

Untuk  melaksanakan  komitmen  pemenuvhan  kriterra pohtik  pada
Copenhagen Criteria, XU Harmonisation Committee dan the Human Rights
Comminee telah memaimkan peran penting dalam menghadapi 1su-1su vang berada
dalam kerangka kriteria pohitik Copenhagen Crucria.

Pemerintah, dalam hal int pemermahan AKP yang berkuasa sejak tahun
2002, meneruskan komitmennya untuk mengalan proses akses: terhadap UE. Oleh
karena i, pemerintah mengajukan paket reformasi pada Juni 2006 yang berkaitan
dengan krberia polink, dan beberapa dars paket reformasit tersebut telah disetuju
oleh parlemen. Pemerintah mengamandemen Anti-Terror Law pada Juni 2006
sebugal respon atas meningkatnya kasus ancaman teronsme. The Secretariat
Cieneral for 15U Affairs menjalankan fungs) sebagai koordinator dalam proses
aksesi Turkt yang terdirr dari pemenuhan kriteria politik, kerjasama ckonomi, dan
proses crzening dan negosiasi terhadap /{7 acquis. Parlemen mengefektifkan a
Law bstadlishing an Ombudsman yang merupakan prioritas dar Accession
Partncrship.

The Law on the Associations of Local Governments diamandemen pada

Januari 2006 yang memungkinkan adanya kerjasama pada institusi-institusi

pemerintahan tingkat lokal. Selan itu, laporan menilai belum ada kemajuan

terhadap the Framework Law on Public Adninisiration dan Civil Servant Law.
Laporan tahun 2006 int mentlar terdapat kemajuan atas hubungan sipil-
militer. Military Criminal Code vyang telah diamandemen pada Juni 2006
menetapkan bahwa sipil tidak akan diadili pada pengadilan militer. Amandemen
juga mengatur pengadilan ulang pada pengadilan militer. National Security
Council bertemu setiap dua bulan dan mendiskusikan isu domestik dan luar negeri
sepertt kontra-terorisme, keamanan internal, keamanan energi, migrasi, dan

bantuan luar neger.,

 Furkey 2006 Progress Report, i
htip-Hec. curopaew/enlargement/pdiiey_documents/2006/nov/tr_sec_1390_en.pdl.
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Laporan juga menilai bahwa pengawasan parlemen terhadap anpgaran dan belanja
militer masih lemah Sccara keseluruhan, hanva terdapat sedikit kemajuan dalam
hubungan antara sipil dan militer.

Dalain sistem peradilan, pemenintah fokus pada implementasi dari new
Penal Code, the Code of Criminal Procedure, dan the Law on Enforcement of
Sentences, yang telah diberlakukan sejak tahun 2005, Pemerintah melantik 620
hakict baru dan kegiatan pelatithannya difokuskan pada upava implementasi
langkah-'angkah reformasi. Secara umum. terdapat kemajuan berkelanjutan
terhadap reformasi atas sistem peradilan dan implementasi terhadap Tegulasi-
regulast baru serta ndependensi lembaga peradilan harus ditingkatkan,

Bearkaitan dengan kebijakan anti kerupsi, pada tahun 2006 parlemen Turki
telah menyampaikan laporan investigasi atas kasus korupsi penyelundupan bahan
bakar dan iffegal public offering. laporan mvestigasi tersebut juga memuat
rekon.endasi tindakan yang dapat dilakukan oleh institusi publik, Secara
keseluruhan, laporan tahun 2006 ini menilat hanya terdapat sedikit kemajuan bagi
penanganan kasus-kasus korupsi. Turki masih harus memperbaiki kondisi
imunitas parlemen dan transparansi pada administrasi publik. Korupsi masih

terjadi, dan kebijakan serta badan penanganan korupsi masth lemah.

4.2.2 Hak Azasi Manusia dan Perlindungan Terhadap Minoritas
4.2.2.1 Penyesuaian Terhadap Regulasi HAM Intcrnasional

Dalam rangka pérbaikan pada instrumen-instrumen HAM Turki,
pemerintah Turki telah meratifikasi beberapa regulasi. The Second Optional
Protocol to the fnwernational Covenane on Civil and Political Rights on the
abolishment on the death penalty telah diratifikasi pada Maret 2006, dan Protocol
No. 13 of IFCHR diratitikas: pada Februari 2006. Sementara, Protocol No. 14 of
the KCHR (amending the controt system of the Convention) efektif diberiakukan
pada Mei 2006.

Sehubungan dengan pelaksanaan instrumen HAM, Hwman Rights
Presidency dan Human Rights Boards tetap menjalankan fungsinya dengan
mengadakan pelatihan-pelatihan mengenai HAM dan memproses pengaduan

terhadap pelanggaran HAM,
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Sementara itn, the Parliamentary Hueman Rights Commitiee tetap menjalankan
peraaye dalam mengumpulkan pengaduan pelanggaran HAM dan melakukan
kunjunga ke daerah dalam rangka mencar fuct-finding secara langsung. Secara

keselurchan, Turki masih perlu meningkatkan kerangka kerja institusi HAM.

4.2,2.2 Hak-hak Sipi! dan Pohtik

Mengenai forfure and ill-treatment, implementasi dari reformasi regulasi
masih merupakan tantangan bagi pemcrintah Turki. Kasus-kasus penyiksaan di
penjara dan iff-rrearment masih banyak dilaporkan, khususnya di luar area tempat
penahanan. Sebaliknya, reformasi terhadap prosedur dan periode penahanan telah
rﬁenunjukkan hasil positif dalam pelaksanaannya. Kerangka legal Turkt mencakup
perlindungan secara menyeluruh terhadap torture and ill-treatment. Berkaitan
dengan isu ini, perhatian masih harus ditekankan pada kasus-kasus di luar tempat
penahanan, pelanggaran HAM di daerah tertentu, dankekebalan dari hukuman,

Mengenal 1su akses terhadap keadilan dan sistem penjara, dibawah
New Code of Criminal Procedure, tahanan mendapatkan hak untuk legal counsef
dan pernyataan yang dibuat tanpa didamping! pengacara tidak dapat dijadikan
barang bukti dalam pengadilan. Untuk mereformasi sistem penjara, pemerintah
telah mengadopsi regulast untuk implementast aturan-aturan yang dengatur
sistem penjara. Infrastruktur fistk diperbatki dan penyelenggaraan pelatihan
ditingkatkan. Permasalahan utama dalam kondisi penjara di Turki adalah
kurangnya aktifitas yang bermanfaat, interaksi yang terbatas antara staf dan
taharan, pelayanan kesehatan dan psikiatri, serta kelebihan kapasitas tahanan pada
penjara.

Mengenai isu  kebebasan berekspresi, Departemen Keadilan
mengeluarkan instruksi kepada para jaksa untuk menjaga hak kebebasan
bereksprest batk dalam media cetak maupun visual, berdasarkan regulasi Turki
dan regulasi dari ECHR. Instruksi juga menyebutkan mengenai mekanisme
monitoring atas investigasi dan pengadilan terhadap media.

Isu kebebasan berekspresi di Turki masih terganjal oleh Pasal 301 yang
dapat menghukum orang yang beropini mengenai Turki, Meskipun dalam pasal
tersebut dinyatakan bahwa opini atau kritikan tidak akan diproses hukum, tetapi
pasa! 301 tersebut masih digunakan untuk menuntut para jurnalis, peﬁulis,

akademisi, dan aktivis HAM yang mengeluarkan opini kepada pemerintah Turki.
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Mengcenai hal int, laporan UE menyarankan agar pasal 301 dan pasal lainnya yang
berpotenst dapat menghukum individu yang beropini, harus segera direvisi sesual
dengan standar UE.

Mengenal isu kebebasan berkumpul dan berasosiasi, kerangka legal
yang digunakan sudah sesuai dengan standar internasional. Pasca diadopsinya
Law on Associations pada November 2004, rcgulasi tersebut berdampak positif
pada pelaksanaannya. Tetapi dilain pihak, berbeda dengan perkumpulan yang
sudah tidak lagi disyaratkan untuk imeminta izin dari pemerintah pusat dalam
penerimaan dana lembaga donor asing, yayasan masih memerlukan izin dari
pemerintah pusat untuk menjalankan proyek dari luar Turki dan juga untuk
mendapatkan dana dari lembaga donor asing. .

Berkaitan dengan partai politik, masih terdapat gagjalan bagi pelaksanaan
hak kebebasan berasosiasi. Belum ada implementasi dari [;emerintah Turki untuk
menjalankan the Turkish Law on Political Parties sesuay dengan stondar UE.
Sementara iiu, berkaitan dengan kebebasan berkumpul, demonstrast publik sudah
tidak lagi mendapatkan pelarangan dibanding laporan tahun sebelumnya, kecuali
demonstrasi publik yang diadakan tanpa izin.

Untuk kebebasan beragama, kebebasan untuk mendirikan tempat
ibadah semakin dihormati. Tetapi yang masih harus diperhatikan adalah masih
adanya informasi agama pada beberapa dokumen yang dapat memicu terjadinya
diskriminasi terhadap penganut agama tertentu. Selain itu, hambatan juga masih
terdapat pada hak untuk komunitas non-Muslim untuk fegal personality dan hak
untuk tanah atau tempat tinggal. Pelatihan kependetaan dan izin pendeta asing
untuk bekerja di Turki’juga masth terdapat pelarangan. Regulasi Turki masth
belurn menyediakan layanan pendidikan lanjutan bagi komunitas non-Muslim.
Diskrimmnasi juga masih ditemukan pada komunitas Alevi di Turki, Tempat
ibadah komunitas tersebut tidak diakui oleh pemerintah dan pemerintah juga

menutup akses terhadap bantuan keuangan bagi komunitas Alevi.
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4.2.2.3 Hak-hak Ekonomi dan Sosial

Sebagat perlindghgan terhadap hak perempuan, komite ad boc pada
pariemen telah menyelesatkan laporan mengenai “crimes in the name of hommf.
violence against women and children™. Laporan int berisi rekomendasi mengenat
kegiatan upaya-upaya memerangi kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.
Kampanye “stop  domestic violence”™  telah memasuks masa tahun kedua.
Sementara itu, surat kabar dan stastun televisi juga menjalankan kampanye
mengenai hak pendidikas bagi anak perempuan fmplemeniasi dari the Law on the
Protecrion of the FFamily udak dijalankan sepenuhoya -

Laporan tahun 2006 ini juga menvebutkan bahwa perempuan masih
rentan terhadap praktik diskriminasi, yang terutama berkaitan dengan rendahnya
tingkat pendidikan dan buta huruf. Departemen Pendidikan Nasional bersama
UNICEF menjalankan kaﬁ\pan;fe ke 81 propins: & Turki mengenar pendidikan
anak perempuan. Keterwakilan perempuan dalam parlemen dan institusi publik
masih rendah dan juga masih terdapat diskniminasi dalam penyerapan tenaga
kerja.

Menzenai isu hak anak, masih berkaitan erat dengan isu pendidikan.
Untuk remajpukan tingkat pendidikan bagi anak-anak, pemerintah memiliki
program “conditional cash ransfer” yang dijalankan oleh Social Support and
Solidarity I'und. Program i memberikan tnsentif melalui transfer dana bagi
sebuah krluarga yang bersedia mengirimkan anak ke sekolah bila sudah
memasuk: usia sckolah. Program-program scrupa masih harus digalakkan untuk
menghilangkan tingkat pendidikau yang rendah khususnya di wilayah tenggara
Turki. Selain itu, bursh anak, anak-anak jaianan, dan anak-anak miskin masih

menjadi permasalahan serius dr Turki.

4.2.2.4 Hak Kebudayaan dan Hak-hak serta Perlindungan Terhadap Minoritas
Kebyakan pemerintah Turki mengenar hak dan perlindungan terhadap
minoritas masth belum tercapat kemajuan signifikan. Berdasarkan pada regulasi
Turki, pada Traktat Lausanne tzhun 1923, minoritas yang diakui pemerintah
adalah kelompok non-Muslim. Sementara pada kenyataannya, di Turki terda‘pat
banyak kelompok minoritas, yang bila dilihat dan ketentuan standar Eropa dan

internastonal, dapat digolongkan sebagai minoritas.
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Kunjungan OSCE High Comnussioner on National Minoritics (HCNM)
ke Turki vada Februart 2005 tidak menghasilkan tindak lanjut apapun dan tidak
terdapat kemajuan bagi dialog mengenar 1su minoritas di Turki. Dialog antara
pemerintah Turki dan HCNM sangat diperivkan dan diharuskan mencakup
permasatahan pendidikan, bahasa minoritas, partisipasi kelompok minoritas dalam
publik, can layanan penyiaran menggunakan bahasa minoritas. Bila hal tersebut
direalisasikan, Turki telah menj'aga hak-hak mnoritas sesual dengan sla.ndar UE
dan meningkatkan perlindungan terhadap minoritas.

Untuk hak kebudayaan, pemerintah Tuski telah memberikan izin bagi
stasiun TV dan radio lokal untuk melakvkan penyiaran menggunakan bahasa
Kurdi. Tetapi pembatasan masih tetap berlaku terbatas pada program film dan
musik, dan wajib mencantumkan teks bahasa Turki. Turkish Public Television
telah melakukan penyiaran dalam lima bahasa termasuk Kurdi. Sementara, dalam
pendidikan, pengpunaan bahasa Kurdt scbaga bahasa pengantar, dan pemberian

pelajaran bahasa Kurdi masih dilarang olch pemerintah.

4.3 Turkey 2007 Progress Report™
4.3.1 Demokrasi dan Penegakan Hukum

Penilaian dalam sub-bab demokrasi dan penegakan hukum pada laporan
tahun 2007 i terdirt dari penilaian terhadap sektor pemerintahan termasuk
parlemen, administrasi publik, hubungan antara sipil dan militer, sistem peradilan,
dan kebijakan mengenai korupsi. )

Untuk tataran pemerintahan dan parlemen, TGBLIA mengadopst paket
reforrmasi konstitusional yang diajukan oleh AKP, pada Mei 2007. Paket tersebut
mempersena'kan sistem baru untuk penilihan presiden yang berdasarkan popular
vote, mempeipendek masa pemerintahan dari lima tahun menjadi empat tahun,
dan kuorum satu pertiga pada pengambilan keputusan di parlemen. Pemilihan
umum parlementer dilaksanakan pada 22 Juli 2007 dan AKP terpilih‘.lagi sebagal
mayoritas di parlemen dengan total 341 kursi. Parlemen yang baru terpilih pada

pemilu 2007 lebih mewakili keberagaman kelompok politik.

“ Turkey 2007 Progress Report,
htpedbe seuropa.ev/enlargement/pdt/key_documents/2007/movAurkey _progress_reports_en.pdf.
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Program utama dari pemerintah yang terpilih dari pemilu adalah tetap
memprioritaskan program reformast dalam rangka menuju keanggota{an Uni
Eropa. Pemerintah akan fokus kepada reformasi konstitusi dalam rangka
menselaraskan dengan ‘standar UE. Pemerintah juga akan memaksimalkan upaya
implementasi dari Turkish Road Map for EU Accession yang dikeluarkan pada
April 2007. Road map tersebut memberikan arahan bagi pihak terkait dalam
reformasi dan implementasi regulasi-regulasi Turki antara tahun 2007 hingga
2013. Departemen Luar Negeri masih menjadi koordinator bagi proses negosiasi
aksesi dengan UE. .

Kemajuan dalam administrasi publik, ditandai dengan dilakukannya
amandemen terhadap The Public Financial Management and Conirol pada April
2007 sebagai kontrol finansial terhadap semua departemen. Pemerintah
mengeluarkan acuan untuk implementas:i atas Keguwlatory fmpact Assesment,
Pemerintah masih belum mendirikan lembaga Ombudsman. Laporan tahun 2007
ini juga menilai bahwa masih belum terdapat kemajuan bag) implementasi
Iramework Law on Public Administiration mengenai pengaturan administrasi
pusat dan daerah

Dalam sektor hubungan sipil dan militer, laporan tahun 2007 int menilai
bahwa tidak ada kemajuan berarti dalam hubungan sipil dan maluer, khususnya
dalam pengawasan sipil terhadap militer Militer masih melakukan intervensi
kepada pemerintahan, salabh satunya yailu pada saat setelah penulihan presiden
pada Apnl 2007. Dalam situsnya militer membuat memorandum vang mcrigkritis
bahwa dengan terpilihnya kembali AKP untuk memimpin pemernintahan, akan
menjadikan Turki kehilangan 1dentitas sckularismenya, Militer juga masih
mengawast pemberitaan media. Laporan menyimpulkan bahwa fungsi
pengawasan siptl terhaa::;ap militer dan fungst pengawasan parlemen terhadap
belanja militer masih belum  diterapkan.  Sebaliknya, terjadt peningkatan
komentar-komentar militer terhadap berbagai isu publik termasuk program

reformast
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Sistem peradilan dinilat mengalami kemajuan. Pemerintah melakukan
amandemen terhadap the Turkish Criminal Code dan the Criminal Procedure
Code. Upaja untuk memodernisast sistem peradilan juga dilakukan melalui
penggunaan teknologi informasi. Secara keseluruhan, laporan menyebutkan
bahwa terdapat kemajﬁan dalam efisiensi sistem peradilan melalui implementasi
regulasi baru dan melalui penggunaan teknologi informasi. Scbaliknya, masih
banyzk yang harus dilakukan untuk meningkatkan independensi dan kei.netralan
dart peradilan.

Dalam rangkal__'l memperkuat  kebijakan anti-korupsi, pemerintah
memberikan tanggunglljawab untuk merumuskan kebijakan dan koordinasi
mengenal korupsi kepada Ministerial Committee for Enhancing Transparency and
Improving Good Governance. Sementara itu, belum terdapat kemajuzn pasca
diadopsinya the Law on the Court of Auditors. Parlemen tidak secara efektif
melakukan pengawasan terhadap institusi publik karena tidak tcrdapat komite
untuk peungawasan lerhadap public accounts di dalam parlemen. Belum terdapat
kemajuan dalam upaya memerangi horupsi dalam pemerintahan Turki. Pendirian
suatu badan khusus untuk pengembangan strategi dan kebijakan anti-korupsi

mutlak diperlukan.

4.3.2  Hak Azasi Manusia dan Perlindungan Terhadap Minoritas
4.3.2.1 Penyesuatan Terhadap Regulasi HAM Internasional

The First Omional Protocol 1o the International Covenant on Civil and
Political Rights resmi diberlakukan pada Februari 2007 Protokol tersebut
menvatakan bahwa /N Human Rights Commitec dapat menerima pengaduan dari
individual atas  kasus pelanggaran HAM.  Pemerintah  Turki juga telah
menandatangani the UUN Convention on the Righis of Persons wuh Disabilities
pada Maret 2007,

Tuski  masth  mendapatkan pemlaian  terhadap adanva beberapa
pelanggaran nila-mlar HAM oleh ECHIR  Perhatian utama ECUHR adalah
mengenai  kebebasan berekspresi. Secara  keseluruhan, Turki telah tetap
berkor:itmen dengan meratifikasi berbagar instrumen HAM internasional. Selain
itu UE juga menilai positif terhadap kepatuhan Turki dalam menjalankan sangsi
dart ECHR berkaitan penilaian terhadap pelanggaran terhadap nilai-nilai HAM
Uni Eropayang dilakukan oleh Turki
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4.3.2.2 Hak-hak Sipil dan Politik

Pengefektifan “zero tolerance policy™ membawa dampak positif bagi isu

torture and ili-treatment di Turki. Telah terjadi penurunan secara signifikan atas
kasus rorture and ill-treannent. Upaya peningkatan akses kepada pengacara juga
mengalami kemajuan. Tetapi dilain pihak, sama seperti Turkey 2006 Progress
Reporr, kasus penyiksaan masih terjadi khususnya selama masa penahanan dan di
luar teinpat penahanan. Pemerintah masih belum membentuk badan independen
yang berfungsi melakﬁkan pengawasan terhadap tempat-tempat penahanan,
' Sektoi akses terhadap keadilan dan sistem penjara mencatal adanya
perbaikan. Tahanan mendapatkan 2kses kepada pengacara khususnya selama masa
pemeriksaan, meskipun implementasinya dapat berbeda dari satu wilayah dengan
wilayah lain, dan juga berdasarkan kasus kejahatan yang dilakukan. Infrastruktur
dan fasilitas penjara, beserta kualitas staf penjara terus ditingkatkan. Sementara,
permasalahan yang masih ditemukan dalam penjara adalah kelebihan kapasitas,
aktifitas bermasyarakat, larangan bagi tahanan untuk berkorespondensi, dan
kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai.

Untuk kebebasan berekspresi, penuntutan dan penahanarr dengan
menggunakan dasar dibawah 7urkish Criminal Code iterhadap suatu opini,
merupakan hal yang masih harus diperhatikan oleh Turki. Masih terdapat kasus
penuntutan terhadap individu yang beropini, dengan menggunakan dasar Artikel
301. Turki diharuskan memperbaiki Artikel 301 dan artikel lainnya yang dapat
menghambat kebebasan berekspres: atau berpendapat, serta menjadikannya
selaras dengan standar UE. Ancaman terhadap kebebasan berpendapat juga
mengancam media. Surat kabar mingguan Nokta ditutup setelah memuat berita
mengenai militer Turki. Penuntutan individu yang mengeluarkan opini dan
arcaman terhadap media masih membuktikan bahwa Turki belum berhasil
menjamin kebebasan verekspresi sesuai yang disyaratkan pada Copenhagen

Criteria,
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Mengenai kebebasan berkumpul dan berasosiasi, kerangka legal yang

digunakan pemcrintah sudah sesua! dengan standar UE dan telah menunjukkan
L}

kemajuan positif. Demonsirasi massa dapat dilakukan dengan damai di Istanbul

dan di kota-kota besar pada masa penyelenggaraan pemilu presiden. Mengenai

hak heiasosiasi, organisasi keagamaan non-Muslim sudah diakui dan bisa

mendapatkan dasar hukum, memperolech bantuan keuangan, serta dapat
memperjuangkan kepentingannya di pengadilan. Organisasi masyarakat juga
merasakan dampak positif dari reformas) sektor ini. Organisasi masyarakat dapat
berpartisipasi dalam perumusan kebijakan sosial dan politik.

Meningkatnya dialog dan hubungan baik antara pemerintah dan kalangan
non-Muslim menandakan perlindungan terhadap kebebasan beragama sudah
semakin baik. Pada bulan Juni, Departemen Dalam Negeri mengeluarkan
himbauan untuk menghormati hak menjalakankan kehidupan agama bagi
kelompok non-Muslim. Himbauan terscbut menyusul adanya sejumiah kasus
kekerasan terhadap kelompok non-Muslim dan tempat ibadah mercka. Himbauan
memerintahkan gubernur setiap propinsi untuk mengantisipasi agar kejadian
serupa tidak terulang. Tetapi pada praktiknya, penghormatan pada kebebasan

beragama belum berjalan maksimal.

4.3.2.3 Hak-hak Ekonomi dan Sostal

Untuk  perlindungan  terhadap hak  perempuan, pemerintah
mengamandemen the Law on Protection of the Family dan n;eluaskan
perlindungan kepada seluruh anggota keluarga, termasuk ;anggota keluarga yang
hidup terpisah. Kampanye untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan juga
terus ditinghatkan, didukung oleh pemerintah, media, private sector, dan UN
Populatior Fund. Kampanye oleh LSM lokal untuk meningkatkan kesadaran
publik terhadap keterwakilan perempuan di pemerintahan dan perempuan sebagai
kandidat telah berhasil mendapatkan perhatian oleh publik. Kerangka legal untuk
menjamin persamaan gender telah ada, tetapi membutuhkan upaya lebih lanjut

untuk pengimplementasiannya.
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Selain isu pendidikan, yang juga penting dalam perlindungan hak anak
adalah perlindungan dart fenomena buruh anak-anak. Departemen Tcna-ga Kerja
dan Jaminan Sosial menciptakan strategi nasional untuk menghapus kemiskinan
pada anak-anak. Tujuh kota di Turki yang memiliki angka anak jalanan terbesar
telah mengadopsi action plans dari strateg) nasional tersebut. Kemajuan lebih
lanjut dibutuhkan untuk implementas: dart the Law on Child Protection, yang
didalemnya mengatur juga mengenzi pendidikan dan hak sosial anak-anak.

Untuk permasalahan tenaga kerja, Turki dinilai gagal untuk
l;nengimplemenlasikan International lLabour Oreanisation (1L0)} Convention,
Laporan menilal hanya terdapat sedik:t kemajuan dalam menjaga hak-hak buruh.
Turki masih harus memperbaiki regulasi mengenai buruh agar sesual dengan

standar UE dan L. Convention,

4.3.2.4 Hak Kebudayaan dan Hak-hak serta Perlindungan Terhadap Minoritas

Berkaitan dengan hak-hak minoritas, the Law on Private Fducational
Institutions yang ulai diberlakukan pada Februari 2007 memastikan bahwa
komunitas minoritas non-Muslim berhak untuk mendapatkan pendidikafn sesual
dengan yang ditetapkan pada Traktat Lausanne menigenai sekolah untuk
minoritas. Tetapi berkaitan dengan hal tersebut, dual presidency dan penyediaan
buku teks terhadap sekolah minoritas masih menjadi isu serius berkaitan dengan
diskriminasi.

Untuk hak kebudayaan, isu yang menjadi perhatian masih sama dengan
faporan tahun sebelumnya, Sudah mulai ada empat stasiun televisi dan radio lokal
yang menggunakan bahasa Kurdi, meksipun penayangannya dibatasi pada
program film dan musik. Berkaitan dengan pendidikan, anak-anak yang tidak
berbabasa ibu bahasa Turki masih mengalamani diskriminasi, mereka tidak
mendapatkan pengajaran bahasa mereka dalam sekolah publik. Layanan
pengajaran bahasa-bahasa non Turk: hanya terdapat di beberapa lsmbaga
pendidikan swasta. Dalam kehidupan berpolitik, penggunaan bahas.a selain bahasa
Turki merupakan hal yang ilegai. Dua partai dt Turki mendapatkan proses hukum
yang disebabkan oleh penggunaan bahasa non-Turki dalam periemuan partai

mereka.
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4.4 Turkey 2008 Progress Report™
4.4.1 Demokrasi dan !?c.:tnegukan Hukum

Peuilaian dalaml sub-bab demokrasi dan penegakan hukum pada laporan
tahun 2008 imi terdiri dari penilaian terhadap sektor pemerintahan ;ermasuk
parlemen, administrasi publik, hubungan antara sipi! dan militer, sistem peradilan,
dan ketijakan mengenai korupsi.

Sempat terjadi krisis pada pemerintahan di Turki tahun 2008. Jaksa
menurtut pembubaran atas partai yang memenangi pemilithan umum, yaitu AKP,
dan melarang anggotanya untuk menjadi anggota pariemen selama lima tahun
kedepen karena dianggap melanggar konstitusi Turki dengan mengedepankan
Islam sebagai puncak pcmerintahan. Dasar partai AKP adalah partar Islam
meskipun para pemimpin partai memastikan bahwa mereka tetap menjalankan ide
sekularisme, meskipun dengan paham sckularisme yang sesuai dengan standar
reformasi dan UE.

Mulai tahun 2008, pemerintah memulai untuk melakukan amandemen
terhadap Konstitusi 1982, Program amandemen bertujuan untuk membuat
konstitusi Turki selaras dengan yang disvaratkan oleh UE. Pada Februari 2008
pemerintah mengamandemen artikel Lquality before the Law dan Right and Duty
of Training and l-ducation. Pada Maret 2008 pemerintah juga mengam‘andemen
hukum mengenai pemilihan umum. Pada Septembl’er 2008, pemerintah
meluncurkan National Progranmme for the Adoption of the Acquis dan memulai
dialog dengan organisasi masyarakat dan partai oposisi, dalam rangka meneruskan
komitmennya terhadap proses aksesi dengan Turki.

Persoalan admiﬁ_i_’strasi publik di Turki masth diwarnai dengan berbagai
persoalan, yaitu masih adanya berbagai hambatan dalam urusan administratif,
menciptakan prosedur yang baku, pembuatan kebijakan, dan koordinzsi antar
pihak terkait. Laporan menyimpulkan hanya terdapat sedikit kemajuan dalam
reformasi administrasi publik, Upaya masih harus ditekankan pada implementasi

penuh Fublic Financial Management and Control Law.

o4 furkey 2008 Progress Report. hip:/fec.curopa.ew/enlargement/pdi/press_comer/key-

documentséreports_nov_2008/urkey_progress_report_en.pef.
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Dalam isu hubungan sipil dan militer, laporan menyebutkan militer masih
melavukan berbagai - inervensi pada bidang non-militer, seperti pada isu
pemerintahan, isu Siprus, isu sekularisme, dan opininya terhadap partai politik
yang ada. Belum ada perubahan pada Turkish Armed Forces Internal Service Law
dan the Law on the Natioral Security Council. Hukum tersebut mengatur peran
dan tugas militer Tl_i‘!'}{i. Laporan juga menilai belum ada kemajuan dalam
pengawasan parlemen terhadap anggaran dan belanja militer,

Departemen Kehakiman mengeluarkan dokumen strategi untuk reformas:
sistem peradilan pada musim s2mi 2008, Dokumen memuat hal-hal mengenai
independenst dan ketidakberpthakan, keefekufan dart lembayga peradilan,
profesionalisme, sistem manajemen, dan penyediaan fasilitas akses kepada
keadilan. Isu yang masith menjadi perhatian adalah ketidakberpihakan lembaga
pengadilan, menyusul adanya beberapa kasus presonil senior fembaga pengadilan
membuat komentar kepada publik mencenar beberapa kasus vang  terjadi.
Kemaguan juga belum ada pada pembuatan Kegional Cowrt of Appeal yang
seharusnya sudah mulai berjalan pada Jum 2007 sesuai peraturan yang sudah ada.

Untuk penanganan korupsi, pemeritah gagal untuk menetapkan strategi
anti korupsi secara komprehensif. Kebyakan yang dibuat tidak mendapatkan
dukungan politik. Masih belum terdapat kemajuan dalam membatasi imunitas dari
anggota parlemen dan juga belum ada kemajuan implementas: terhadap regulas:
Conrr of Audirors. Laporan menyimpulkan hanya sedikit kemajuan dalam upaya
pemberatasan korupsi. Korupsi masth merupakan permasalahan yang krusial dan

belum adanya kerangka legal dan institusi khusus untuk pemberantasan k(')rupsi.

442 Hak Azasi Manusia dan Perhndungan Terhadap Minoritas
4.4.2.1 Penycsuaian Terhadap Regulasi HAM Internasional

Laporan tahun 2008 ini menilai belum terdapat perkembangan dalam
meratifikasi instrumen I}_jIAM internasional. Turk: belum meratifikasi the Optional
Protozol to the UN ( 'r:;mrcmion against Tormre yang ditandatangani pada 2005,
the UN Convention or;‘ the Rights of Persons with Disabilities, dan additional

Protocols 1o the Furopean Convention on Human Rights,
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Dalam masa laporan tahun 2008 ini juga ECtHR masih menemukan
berbagai pelanggaran yang dilakukan terhadap instrumen-instrumen HAM
didalam ECHR. Mayoritas penilaian ECtHR adalah mengenai pengadilan yang
adil, hak properti, dan penyiksaan di penjara. Sama seperti laporan tahun
sebelumnya, Turki dinilai berkomitmen untuk melaksanakan sangsi dan

rckomendasi dari ECtHR mengenai pelanggaran instrumen HAM ECHR,

4.4.2.2 Hak-hak Sipil dan Politik

Untuk isu torture and ifl-treatment, hak-hak para tahanan dilindungi
oleh aturan khusus secara komprehensif yang dibuat untuk  pencegahan
berulangnya kasus forire and ifl-treatment. Awaran tersebut termasuk fasilitas
medis bagi tahanan dalam penjara yang masth merupakan 1su  penting,
Departemen Dalam Negeri terus berupaya untuk menetapkan mekamisme nasional
untuh melakukan investigasi atas laporan masyarakat mengenai aparat penegak
hukum. Laporan .SM loka! mengenai kasus rorture and ill-treaiment juga masih
mengemuka.

P:merintah  telah  mengamandemen  hukum  mengenar  peran  dan
wewenany dari kepolisian. Hukum tersebut menyatikan polisi tidak diperbolehan
menggunzkan kekerasan kecuvalt mercka mendapatkan perlawanan. Amandemen
terhadap hukam terscbut telah sejalar. dengzan standar yang ditetapkan oleh UE.
Implementast hukum terscbut harus mendapatkan pengawasan penvh dan badan
yang berwenang.

Untuk askes terhadap keadilan dan sistem penjara, laporan menila:
bahwa dikota-kota besar orang yang tersangkut kasus hukum secara otomatis telah
mendapatkan akses kepada pengacara. Sebaliknya, di kota-kota kecil dan daerah,
seringkali tidak terdapat penyediaan fasititas akses kepada pengacara. Untuk
reforinzsi s’stem penjara. Perbaikan terhadap infrastruktur penjara dan pelatihan
staf pemjara terus ditinghatkan, Terdapat empat pusat pelatihan staf penjara,
dengan parz pelatihnya telah mendapatkan sertifikasi dart Uy Jwdicial
Modcrnisation and Penal Reforms Programme. Meskipun demikian, masih
terdapal kekurangan seperti fasilitas keschatan, fasilitas surat-menyurat bagi

tahanan, dan kelebihan kapasitas pada penjara.
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Isu kebebasan berekspresi di Turki telah mengalami kemajuan dengan
diamandemennya artikel 301 yang sclama ini bermasalah karena dapat menjerat
hukum individu yang memiliki opini terhadap negara Turki. Amandemen
mengubah kata-kata dari artikel tersebut dan merendahkan kemungkinan
hukuman yang akan dikenakan. Selain artikel 301 konstitusi Turki, pelanggaran
terhadap hak kebcbasan berekspresi dan berpendapat di Turki juga terjadi pada
kritik oleh figur polittk kepada media yang memberitakan kasus korupsi,
penutupan situs-situs internet oleh pemerintah, dan briefing kepada media oleh
angkatan bersenjata Turki. Reformasi regulasi masih  diperlukan  untuk
memperbaiki kondisi hak kebebasan berckspres: dr Turki yang sclaras dengan
ketentuan ECtHR dan [’(‘HR

Hak terhadap kebebasan berkumpul mengalami kemunduran di‘banding
tahun sebelumnya. Berbeda dengan laporan tahun scbelumnya, pada laporan tahun
2008 ditemukan kasus kekerasan terhadap demonstras: pubhk yang dilakukan
oleh polisi. Investigasi telah berjalan untuk penyehidikan kasus kekerasan terhadap
demonstrasi tersebut. Sementara itu, hak kebehasan berasosiasi mengalami
kemajuan dengan diadopsinya amandemen terhadap Law on Foundations pada
Februari 2008. amandemen hukum tersebut mencakup seluruh jenis organisasi.
Amandcemen sudah membebaskan mengenas pemilithan anggota dar; dewan
organisasi, dan juga mengenai penerimaan dana asing. Pendirian organisasi asing
juga telah diperbolehkan dengan mengeunakan prinsip tmbal-hasil.,

Hak kebebasan beragama, masih berkaitan juga dengan amandemen
Law on Foundations. Hukum rersebut juga mengatur organisas: non-Muslim dan
kepernilikan hak properti oleh golongan non-Muslim. Pada implementasinya,
masih terdapat berbagai pelanggaran hak kebebasan beragama. Komunitas Alevi
masih mendapatkan perrasalahan atas tempat ibadah mereka. Penyerangan
terhadap komunitas non-Muslim.dan tempat tbadah mereka masih .ditemu pada
sejurilah propinsi. Kegiatan misionari dianggap sebagai ancaman terhadap
integritas negara dan Muslim sebagai mayoritas. Pendidikan lanjutan kependetaan
dan pendidikan lanjutan bagi agama non-Muslim masih dilarang. Kemajuan telah
ada pada tararan regulasi dengan mengadopsi Law on Foundations, tetapi

implementasi masih harus diperbaiki.

o

i
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4.4.2.3 Hak-hak Ekonomi dan Sosiai

Mengenai hak perempuan, himbauan yang dikeluarkan oleh Perdana
Mentert telah secara efektif menggalang penyadaran dan koordinas: antara
institusi publik untuk perlawanan terhadap kekerasan terhadap perempuan.
Parlemen mengadopsi Fmployment Package yang mengatur mengenai huicum
tenaga kerja dan pengaturan kesempatan kerja bagi perempuan, meskipun pada
prakteknya, penyerapan tenaga kerja perempuan masih rendah, hanya sekitar 24,8
persen. Mengenai pendidikan, akses perempuan terhadap pendidikan di Turki
merupakan yang terendah diantara negara anggota UE dan OECD. Pemerintah
masih harus memfokuskan upaya pada penghilangan jarak antara laki-laki dan
perempuan dalam ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan partisipas: polittk,

Berkaitan dengan hak anak, terdapat peningkatan tingkat kehadiran
sekolah sebanyak 97% pada tahun ajaran 2007/2008 dibandingkan dengan tahun
ajaran 2006/2007 yanu hanya sebanyak 90%. Departemen Pendidikan Nasional
telah berhasil menerapkan e-school database untuk memantau ungkat partisipasi
anak usia sekolah. Pada Mei 2008, Dewsn Pendidikan menerapkan program
catch-up edneation untuk memberikan kesempatan pada anak uwsia 10-14 tahun
yang belum pernah bersckolah atau yang mengalami putus sekolah. l’cr;'terintah
juga sudah membuat standar minimum untuk perlindungan terhadap anak yang
terpisah dari keluarga.

Mengenar hak tenaga keria, scsuar dengan keharusan pada Accession
Partnership, Turks wanb menyesuaikan aturan mcngenal buruh dan tenaga kerja
sesuai gengan aturan UE dan [LO. Berkaitan dengan ini, Turki masih belum
mengam:.ndemen the Trade Union and Collective Bargaining. Strike and‘!,ackom
Laws. Diulog dengan pihak-pihak terkait masih harus ditingkatkan

Perlindungan terhadap hak properti masih  berkaitan  dengan
diberlakukinnya law on Foundations pada Februan 2008. Dibawah undang-
undang tersebut, organisasi, termasuk organisasi keagamaan, dapat memilik)
properii dan pengurusannya tidak memerlukan izin otoritas. Komunitas non-
Muslim juga dapat mclakukan pembelian tanah atau tempat tinggal dengan

menggunakan nama asli atau identitas asli mereka.
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4.4.2.4 Hak chudaya:;};l: dan Hak-hak serta Perlindungan Terhadap Minoritas
Pendeckatan Turk: kepada hak minoritas masih belum  terdapat
perubaban seperti pada laporan tahun sebelumnya. Penghormatan dan
perlindungan penuh pada bahasa, kebudayaan, perkunipulan, agama, dan lainnya
terhadap kelompok minoritas, sesuai I'ramework Convention for the Protection of
National Minoritics, masih belum dijalankan oleh pemerintah Turki. Komunitas
minoritas Yunani masth mendapatkan perlakuan diskriminasi oleh pemerintah
Turki dalam hal pendidikan dan hak properti. Secara keseluruhan, laporan tahun
2008 mengatakan Turki masih  belum  menerapkan  penghormatan pada
keberagaman dan nunoritas sesuar dengan vang disyaratkan oleh UE. .
Mengenai hak kebudayaan, menyusul amandemen terhadap undang-
undang yang terkait pada Juni 2008, lembaga penyiaran publik di Turk:
diperboiehkan untuk satu hari penuh melakukan penyiaran nasional menggunakan
bahasz non Turki. Sejak 2004, hal tersebut hanya diperbolehkan maksimal
setengah hari. Dalam bidang pendidikan, keadaan masih sama dengan laporan
tahun-tzhun sebelumnya. Pelajaran bahasa Kurdi dan bahasa lain selain bahasa
Turki tidak bisa didapatkan dari sekolah-sei(olah. Dan dalam kehidupan politik,
penggunaan bahasa lain selain Turk: dalam kegiatan perpolitikan ‘rnasih

merupakan hal yang ilegal.

4.5 Turkey 2009 Progress Report™
4.5.1 Demokrasi dan Penegakan Hukuin

Kesadaran elit politfk untuk mereformas: Konstitusi 1982 Turki semakin
meluas. Elit politik melih'.at perlunya reformasi dalam konstitusi Turki sebagéi
upaya mendemokratisasikan Turkt dan mengedepankan nilai-nilai yang sejalan
dengan UE. Pemerintah juga ierus berkomitmen pada upaya reformasi dalam
rangka menuju proses aksesi dengan UF. Pada Januari 2009, pertama kali setelah
dimubiinya negosiast dengan UL, pemermtah melantk 507 Chicf Negotiatior.
Posist tersebut berfungsi sebagai koordinator szetiap departemen dan instansi
terkait dalam persiapan aksest menuwu UE. The European Umaon Secretariat-
(reneral, yang bertugas menjadi badan pusat koordinast urusan UE. berada

dibawah XU/ Chicef Negotiator,

Y Turkey 2009 Progress Report.
hitp:fee.europa. cufenlargement/pdifkey_doctments 200/t sapport_2009_en pwdr’
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Datam reformasi administrasi publik, Dewan Menteri menciptakan
prosedur yang menctapkan ketentuan dan proscdur bagt badan administratif untuk
meningkathan layanan kepada masyarakat. Pelayanan publitk masth perlu
ditingkatkan dalam sektor sumber daya manusia, transparansi, akuntabilitas, dan
kerangka kebijakan. Secara keseluruhan, hanya terdapat sedikit kemajuan dalam
reforinasi publik, dan upaya reformasi masih harus ditingkatkan khususnya dalam
sekto1 pelayanan publik.

Dalam hubungan antara sipil dan militer, pada Juni 2009 parlemen
meng:sahkan regulasi vang mengatakan bahwa pengadilan sipil dapat mengadiit
personel militer mengenai kejahatan biasa, keamanan nasional, dan kejahatan
berencana, dibawah repulast Code of Criminal Procedure. Masih sama dengan
laporan tahun sebeluminya, militer masih melakukan intervensi pada bidang non-
militer seperti pemberian opini, intervensi kepada media, dan lainnya. Kemajuan
yang dilakukan adalzh mengurangi peran pengadilan pada pengadilan militer.

Pzmerintah menyetujui strategi reformasi sistem pengadilan pada Agustus
2009. Rencana strateg! tersebut memuat aturan independensi, ketidakbe;pihakan,
dan efisiensi, profesionalisme, dan sistem manajemen dari;sistem peradilan, serta
akses kepada pengadilan yang adil bagi warga nzgara. Penerapan rencana strategi
itu dukutt olch dialog dan konsultasi oleh para mstansi pengambil keputusan yang
terkait.

M:ngenai kebijakan anti korupsi, laporan menilai hanya terdapat sedikit
kema,uan bagi upaya pemberantasan korupsi. Pemerintah, dibawah koordinasi
Prime Ministry Inspection Board, melakukan dialog dan konsultasi dengan para
instansi dan LSM lokal untuk menyiapkan strategi nasional pemberantasan
korupsi. Kemajuan juga belum ditemukan dalam membatasi hak imunitas
parlemen  yang bcrkaﬁtan dengan s korupst. Kerangka kerja legal yang
diciptakan pemerintah sudah mengalami kemajuan, tetapi korupsi masih
merupakan fenomena yang terjadi dalam pemerintahan, oleh karena itu Turki

perlu segera menyelesaikan rencana strategi nasional pemberantasan korupsi. .
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4.5.2 Hak Azasi Manusia dan Perlindungan Terhadap Minoritas
4.5.2.1 Penyesuaian Terhadap Regulasi HAM Internasional
Pemerintah menandatangai optional protocol atas UN Convention on the
Rights of Persons with Disabilities pada September 2009. Sementara itu Turki
belum juga meratifikasi tiga protokol tambahan dari ECHR. Dalam periode
laporan tahun 2009 ini, ECtHR menyampaikan 381 penilaian pelanggarTan nilai
HAM pada ECHR. Pemerintah Turki menunjukkan komitmennya dalam
menjalankan  sangsi  ECtHR, salah satunya vaitu dengan membayarkan
kompensasi keuangan sesuai tenggal waktu yang ditentukan. Implementasi dar

sangsi ECtHR memerlukan legislasi pemerintah Turk: dalam pelaksanaannya.

4.5.2,2 Hak-hak Sipil dan Politik

Pemermtah masth meneruskan komitmennya pada upaya pemberantasan
torture and ill-treatment. Pelatihan untuk personil medis, hakim, dan jaksa masih
terus berlanjut. Pada bulan Juni, mekanisme independen nasional mengenai
invesiogasi atas laporan kekerasan akan diluncurkan. Kunjungan the Council of
Europe's Committee for the Prevention of Tormre pada Juni 2009, menekankan
pentingnya kebijakan z¢ro tolerance, menyusul adanya laporan oleh LSM
mengenal dugaan masih adanya kasus torture-and il-treatment.

Mengenai akses terhadap keadilan dan reformasi sistem penjara
masih belum terdapat banyak perubahan scpera laporan tahun schelumnya. Dt
kota- kota kecil, tahanan masih belum mendapatkan akses untuk pengacara, begitu
juga dengan tahanan anak-anak berusia 1518 tahun tidak langsung mendapatkan
pengzacara sebelum mulai dilakukan penahanan Untuk reformas: sistem penjara
masth sama dengan laporan tahun sebelumnva, yaitu perbaikan insfrastruktur dan
tayanan penjara. Pemenintah telah menutup beberapa penjara lama vang sudab
tdak memenuin syarat dan membuka penjara baru dengan fasilitas yang sesuai
standar ULE. implementasy program reformasi sistem penjara di penjara-penjara
kecil masth sulit dircalisasikan dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang
memadzi. Oleh karena itu pemerintah mencruskan program pelatihan bagi staf
penjara.

Mengenai kebebasan berekspresi, artikel 30! sudah tidak lagi

digunakan untuk menjerat kebebasan bercksprest atau berpendapat.
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Revisi dari artikel tersebut berdampak positif pada berkurangnya kasus tuntutan
terhadap individu dibanding tahun-tahun scbelumnya. Sementara itu, kerangka
legal Turki masih belum dapat memberikan jaminan bag;; hak kebebasan untuk
berckspresi secara penuh, hal ini menyebabkan interpretasi yang salah pada aparat
penegak hukum. Selain artikel 301, masih terdapat beberapa artikel dalam Turkish
Criminal Code yang kandungannya dapat menahan kebebasan berpendapat.
Penutupan situs-situs internet juga masih menjadi perhatian UE karena otoritas
Turki memutuskan untuk menutup dan tidak hanya sekedar membatast atau
mengurangi kontennya,

Laporan mengenai kebebasan berkumpul dan berasosiasi masih tidak
terlalu banyak berbeda dari laporan tahun sebelumnya. Dalam rangka pencegahan
kekerasan terhadap demonstrasi, pemerintah sekarang menerapkan penggunaan
nomor tdentitas pada helm polisi yang menjaga demonstrasi, dalam rangka
memudahkan pemeriksaan bila terjadi kasus kekerasan terhadap demonstrasi.
Pemilihan umum pertama untuk Dewan Organisast telah berlangsung pada
Desember 2008. Dewan Organisasi menetapkan batas aset untuk pendirian suatu
organisas' harus diturunkan untek memudahkan pendirian organisasi bagi
masyarakat. Sementara Itu, mas:th terdapat hambatan bagi pendaftaran dan
pendirian perwakilan orgamsasi asing di Turki, Secara keseluruhan, regulasi
mengenai organisasi sudah sesuai dengan standar UE tetapi pengawasan masih
diperlukan dalam pengimplementasiannya.

Dalam hak kebebasan beragama, kemajuan terdapat pada sudah
diperbolehkannya i1zin pendeta asing untuk bekerja di Turki. Otonitas Turki,
termasuk perwakilan dari Departemen lLuar Negeri dan Departemen Dalam
Negeri mengunjungi komunitas agama non-Mushm pada musim senn tahun 2009
untuk  mendiskustkan permasalahan vang mercka hadapr Mulam tahun o,
pemerimah mulai mcnﬁ]ukung kegiatan-kegiatan komunitas Alevi dan secara resni
menvampaitkan permohonan maaf atas kesulhitan-kesulitan yang mereka hadap
pada tahun-tahun schelumnya yang disebabkan oleh perlakuan negara kepada
mercka, Kemajuan telah terdapat pada perlakuan terhadap komunitas Alevi,
meskipun pada prakttknya, kelompok non-Muslim masih menemui berbagai
diskriminasi dari segi pelayanan publik., tempat ibadah, dan izin kegiatan-

kegiatan.
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4.5.2.3 Hak-hak Ekonomi dan Sosial

Sehubungan dengan hak perempuan, komite konsultatif pada parlemen
menpenai foqual Oppartunities for Men and Women dibentuk dan disahkan pada
Maret 2009. Komite tersebut memonitor persamaan gender dan memberikan
masukan pada perumusan regulasi yang mengenal persamaan hak perempuan,
yang scsuail dengan standar UE. Amandcemen terhadap peraturan tenaga kerja juga
memperbarui waktu cuti melahirkan selama 16 minggu dan jaminan untuk dapat
kembali menduduki posisi yang sama pada waktu sebelum cuti Sama seperti
lapnran tahun-tahun Sebelumnya, parusipasi perempuan dalam politik masth
rendah, kesempatan kerja untuk perempuan juga masih rendah, serta tingkat
pendidikan perempuan masth merupakan yang terendah diantara negara anggota
UE dan OECD. Laporan menilai masih belum ada dialog yang cfektif antara
organisasi masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi permasalahan gender.

Mengenai hak anak-anak, upaya Uepartemen Pendidikan Nasional
dalam menerapkan e¢-schoaol system miemungkinkan pemenntah untuk memantau
jumlah anak yang putus sekolah. Qleh karena itu, tingkat partisipasi sekolah pada
anak usia sekolah semakin menunjukkan kemajuan dibanding tahun-tahun
sebelumnya. Dibawah lLaw on Child Protecion 1ahun 2005, pengadiian anak
harus disediakan diseluruh 81 propinst di ‘Turki. Sementara 1tu, tingkat
kemiskinan anak dibawah 15 tabun masih mencata. angka yang tinggl sebanyak
42%, khususnya di dacrah-daerah. Dalam penanggulangan buruh anak-anak,
laporan mencatat tidak adanya kemajuan karcna belum diciptakannya sistem
inspekst yang memadai. Secara keseluruhan lapioran menilai masih banyak yang
harus dilakukan oleh Turki dalam memajukan perlindungan terhadap hak anak-
anak, termasuk perumusan regulasi.

Mengenai hak tenaga kerja, laporan menilai manfaat yang diterima
buruh dari penjanjian kerja juga masih rendah. Sedikit kemajuan terlipat pada
diizinkannya buruh untuk melakukan demonstrasi pada Hari Buruh Internasional
pada | Mei. Laporan menyimpuikan regulast yang ada masih belum memenuhi
standar UE dan standar ILO mengenai tenaga kerja dan buruh.

Mengenai hak properti, implementasi dari Law on [Foundations
menunjukkan hasil positif pada isu hak properti pada periode laporan tahun 2009
ini. Perwakilan otoritas Turki telah bertemu dan berdialog dengan komunitas non-

Mushim untuk membicarakan permasalahan seputar hak kepemilikan properti.

Universitas Indonesia

Copenhagen criteria..., Laila Muthia Karimawati, Pascasarjana Ul, 1020



81

Kekurangan dani implementasi dari Law on Foundations adalah udak adanya
aturan mengenat bagatmana tata cara perolehan dan penjualan properti kepada
pihak ketiga dan tata cara mengenai properti atas organisasi vang melakukan
merger. Turki masth harus menghormau hak kepemilikan properts khusushya oleh

kelompok non-Mushim,

Mengenat hak minoritas, akademist dan NGO melaporkan diskrimmast
masth ::rjadi pada bidang pendidikan. khususnya dalam buku teks sekolah.
Pendeka an Turki kepada kelompok nunoritas masih terbatas. Laporan
menyarankan Turki perlu untuk melakukan dialog dengan OSCE High
Commissioner on National Minoritics untuk membahas partisipasi kelompok
minoritis pada kegiatan publik dan penyraran menggunakan bahasa kelompok
minoriras. Hasil dari dialog tersebut akan menselaraskan regulasi Turkt dengan
stander tnternasional dan sesual dengan yang dilakskan oleh negara-negara
anggota UE. Kelompok minoritas Yunam juga masih mendapatkan perlakuan
diskriminasi. Turki hanya membuat kemajuan kecil terhadap perlindungan dan
pengakuan kelompok minoritas,

Mengenai hak kebudayaan, kemajuan masih menyangkut mengenai hak
kauny Kurdi, Lembaga penyiaran mulai Januari 2009 telah mengaktifkan saluran
televisi yang menggunakan bahasa Kurdr selama 24 jam penuh setiap harinya.
Pada September 2009, Higher FEducation Board mengesahkan aplkasi dari
Artuklu  University untuk mendirtkan “Living Languages Instimie”  yang
menyediakan program pascasarjana dengan bahasa pengantar Kurdi dan bahasa-
bahasa lain yang digunakan di seluruh negeri. Saluran radio publik sudah
mendapatkan izin untuk melakukan siaran menggunakan bahasa Armenia sejak
Maret 2009, :

Untuk pendidikan, diskriminasi masih terjadi. Anak-anak yang tidak
berbahasa 1thbu bahasa Turki tidak mendapatkan pelajaran bahasa mereka pada
seko.ah-sekolah publik. Secara keseluruhan, negara belum menyediakan akses

dan layanan bagi warga negaranya yang tidak berbahasa Turki.
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KESIMPULAN

Sama seperti yang dihadapi negara kandidat lainnya, Turki juga dihadapkan
pada kewajiban memenuhi persyaratan keanggotaan Uni Eropa (UE), khususnya
yang terdapat dalam Copenhagen Criteria. Kewajiban memenuhi kriteria
keanggotaan, memberikan konsekuensi bagi Turki yang juga harus dihadapi.
Turki akan menghadapi konsekuensi perubahan dalam negerinya akibat proses
reformsasi yang dilakukan. Perubahan yang terjadi dapat berimplikasi positif,
namun dapat juga berimplikasi negatif. Implikasi positif dari program reformasi
Turki adalah berubahnya regulasi-regulasi dan keadaan perpolitikan dan HAM di
Turki selaras dan sesuai dengan standar-standar UE. Sementara, implikasi
negaiifnva adalah penentangan yang dihadap: Turk dari dalam negerinya oleh
pthak-pihak vyang tidak menyetujui rencana bergabungnya Turkr ke dalam
keanguotaan UL,

Pengertian konsep kepentingan nasional adalah tujuan-tuyuan vang ingin
dicapai schubungan dengan kebutuhan bangsa atau negara atau schubungan
dengan hal yang dictia-citakan. Keamanan dan kesejahteraan nasional adalah hal
mendasar yang terdapat dalam perumusan kepentingan nasional Hal vang dicita-
ciakan oleh Turki sejak masa pemerintahan Attaturk adalah bergabung dengan
komunitas negara-negara barat. Dalam hal iny adalah menjads anpgota UE.
Dengan menjadi angpota UE, Turk: merasa dapat menjaga keamanan dan
kesejahteraan nasionalnya, baik dan segi ckonomi, keamanan, kondisi kenegaraan,
dan sebagainya

Turki telah melakukan berbagar upava perbaikan dan reformasi yang
semuanya ditujukan untuk memenuhs standar kriteria keanggotaan UE. Dari
semua upaya tersebut.'é'a_da sebagian upaya Turki yang dmilai UE telah terdapat
kemajuan berarti, dan ada penilaian yang menyatakan bahwa Turki gagal
memenuhi standar persyaratan yang dietapkan, keduanya dilihat bak dari segi
perurwusan regulasi dan juga tmplementasinya

A"
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Penehtian ini ménitikberatkan pada upaya Turki dalam memenuhi‘ kriteria
pertama, vaitu kriteria politik, pada Copenhagen Criteria. Upaya pemenuhan
Turki hanya difokuskan pada penyesuaian dan reformasi pada bidang demokrasi
dan poliik dalam negeri dan kondisi HAM Turki. Pada sektor pemerintahan dan
demokratisasi, upaya terpenting yang telah dilakukan Turki adalah melakukan
National Programme, yaitu program amandemen terhadap konstitusi nasional
Turki, dan reformasi pada imstitusi militer Turki, yaitu Dewan Keamanan
Nasional {(DKN). Kedua hal tersebut menjadi penting karena konstitusi adalah
dasar negara yang merupakan landasan berjalannya svatu pemerintahan, dan
reformast DKN menjadi penting karena domtnasi militer yang kuat di Turki sejak
awal berdirinya Republik Turki.

Sementara itu, upaya Turki pada bidang-bidang HAM telah dilakukan
sesual dengan instrumen-instrumen HAM internasional, khususnva vang terdapat
pada 20/ Charter of Human Rights, scperti kebebasan berpendapat/berekspresi,
kebebasan beragama, kebebasan berkumpul/berasosiasi, hak perempuan dan anak-
anak, hak temaga kerja, hak properi, serta yang juga diperhatikan oleh Turki
adalain perbaikan perlakuan terhadap hak-hak annoritas yang terdapat di Turki

Terhadap upaya yang telah dilakukun Turki tersebut, UE melakukan
penidaian melalw Turkey Progress Report vang dikeluarkan oleh Komisi Eropa.
Progress Keporr tersebut memuat semua detal penilaian terhadap upaya Turki
dalam memenuhi persyaratan-persyaratan dalam ketiga krtena openhagen
Criteria. Dalam penelitian ini, analisa penidaian UE terhadap Turki pada Turkey
Progresy Report hanva dilihat dart perilaian terhadap pemenuhan kritenia politik
saja, sesual dengan fokiié pada penelitian my

Penilaian pada sektor demokrasi dan penegakan hukum, berbeda-beda pada
sctizp sitb-scktornya. Untuk sub-sektor pemenntahan, parlemen, administrasi
publik, dan reformasi sistem pengadilan, secara umum UE menilai Turki telah
melakukan perkembangan yang signifikan, baik dalam hal pengadopsian dan
pemberlakukan regulasi-regulasi baru, dan juga dalam implementasinya.
Semenlara pada sub-scktor hubungan antara sipil dan militer dan kebijakan anti
korupsi, UE menilai Turki belum melakukan kemajuan berarti. Hal ini disebabkan
masih  banyaknya laporan mengenat intervensi militer dan lemahnya

pemb=rantasan korupsi.
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sementara itu, penilaian pada sckior HAM dan perhindungan terhadap
minoritas, kemajuan iuga oerbeda-beda pada tiap sub-sektornya. Untuk
f)enyesuaian terhadap regulasi HAM internasional, Turki telah melaksanakan
komitmennya dengan mengadopsi regulasi-regulasi HAM  internasional dan
menyesuatkannya dengan regulast nasionalnya. Sementara, untuk hak keadilan,
hak kcbebasan berkumpul, hak perempuan dan anak-anak, dan hak properti, UE
menilai Turki telah melakukan kemajuan, meskipun kemajuan yang dinilai UE
bervariasi dari segi kemaiuan regulasi maupun pelaksanaannya pada kehidupan
sehari-hari. Sebaliknya, untuk hak kebebasan berekspresi, hak kebebasan
beragama, hak tenaga kerja, dan hak minoritas, UE menilai Turki masih belum
banyak melakukan kemajuan dan perkembangan, sehubungan dengin masih
banyak ditemukannya kasus-kasus pelanggaran atau kekerasan terhadap bidang-
bidang HAM tersebut.

Melihat dinamika proses aksesi Turki, para elite politik UE memperkirakan
proses negosiasi akan berlangsung paling tidak sepuluh tahun sejak dimulainya
masa negosias) tahun 2005. Proses perundingan adalah proses yang terbuka dan
hasilnya belum bisa dipastikan. Turki paling cepat diterima pada 2014, karena
anggaran UE yang sudah berjalan (anggaran 2007-2013) tidak mencakup biaya
akses: Turki.’®

Penundaaan keanggotaan Turki oleh UE setelah Turki berhasil mematuhi
semua kriteria yang ditetapkan UE dan berhasil menyelesaikan proses negosiasi,
akan membuktikan bahwa faktor eksternal yang lebih menentukan pererimaan
Turkt ke dalam UE. Faktor eksternal, yaitu faktor yang timbul dari UE dan
negala-negara anggotanya, menjadi faktor yang dominan dalam penentuan status
aplikasi keanggotaan Turki, |

Faktor eksternal tersebut bersumber dart berbagai macam asumsi dan
ketakutan-ketakutan tertentu dari negara-negara anggota UE. Asumsi tersebut
antara lain seperti ketakutan akan membanjirnya arus migrasi warga Turki yang
dapat menyebabkan berkurangnya lahan tenaga kerja di negara-negara anggota
UE karena upah tenaga kerja Turki yang murah, bertambahnya beban pajak bagi
negara-negara anggota dengan asumsi untuk memberikan biaya aksesi Turks, serta
yang paling utama adz{lah perasaan negara-negara tertentu yang enggan Turki

" Peter Philipp. Turki Lega Setefah Kesepakatan Vil
http Zhweww freehsts orglelnvesmasional s/ 10200505 (0232 html
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bergabung dengan alasan bahwa Turki tidaklah beridentitas Eropa dengan kuitur
Islamnya. Berbagai macam asumst yang berkembang ini menjadi alasan dibaltk
UE menunda berbagai proses negosiasi dan aksesi dengan Turki.

Ganjalan dari faktor eksternal juga dapat terjadi dari adanya ketentuan
mengenai persetujuan . penuh negara-negara anggota UE. UE mensyaratkan
persctujuan penuh daiém penentuan keputusan termasuk proscs aksesi sebuah
negara baru. Bila ada sebuah negara anggota yang menolak, maka Turki tidak
dapat diterima menjadi anggota UE meskipun Komisi Eropa sudah me‘netapkan
penerimaan Turki. Ganjalan dari faktor eksternal juga dapat disebabkan oleh
adanya referendum yang dilakukan negara-negara anggotal UE untuk menentukan
perseiujuan warga negaranya atas rencana aksesi Turki. Hasil referendum yang
menrgatakan "tidak™ juga dapat mengganjal masuknya Turki dalam keanggotaan,

Melihat dinamika vyang terjadi akibat faktor eksternal tersebut,
kecenderungan yang akan terjadi adalah Turki tidak diterima menjadi anggota UE.
Sebagai gantinya, UE akan menawarkan skema engagement lain dengan Turki,
yaitu status kemitraan khusus, yang merupakan satu tingkat dibawah status
keanggotaan penuh. Melalui status kemitraan khusus, Turki akan memperoleh
berbagai kemudahan dan pengecualian khususnya dalam bidang kerjasama
ekonomi.

Berkaitan dengan ha! tersebut, sikap yang akan diambil oleh Turki
dipengaruhi oleh pemerintahan yang berkuasa di Turki dalam masa mendatang,
apakah akan tetap dipegang oleh kelompok reformis seperti AKP, atau bahkan
sebaiiknya pemerintahan dipegang oleh kelompok kontra-reformasi dan anti-
Eropa. Kecenderungan perpolitikan di Turk: juga memperlihatkan bahwa Turki
tidak lag) tunduk pada ketentuan Barat yang dapat mengatur jalannya
pemerintahan Turki. Turki telah dapat menunjukkan bahwa ncgaranya dapat

memainkan perannya sendiri dalam isu internasional,
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